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RATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr Wb.

Puji  Syukur kepada Allah  SV\IT yang  telah  memberikan  kekuatan  dan  kesempatan  atas

tersusunnya  RENSTRA  Kecamatan  Ratu Samban  Kota  Bengkulu  periode 2025 - 2029.  Adapun

maksud dan tujuan  penyusunan  RENSTRA unfuk memberikan gambaran  rencana kegiatan dan

program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  PD  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu,  teiTnasuk

kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ratu Samban selama periode 2025-2029.

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan segala keterbatasan tidak terlepa§ dari

permasalahan yang dihadapi, yang menjadi pemikiran untuk pembenahan kegiatan dan program

yang akan datang dan dituangkan dalam penyusunan RENSTRA ini.

Dengan tersusunnya RENSTRA Kecamatan Ratu Samban semoga dapat menjadi acuan

bagi  perencanaan  yang  akan  datang  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  Tahunan  Kecamatan

Ratu Samban.



LEM BAR PENETAPAN

Saya yarig bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Ratu Samban  Kota Bengkulu

berdasarkan,

1.     Peraturan  Pemerinfah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan

Keuangan Daerah.

2.     Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2019 tentang  Laporan  dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.     Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  900.1.15.5-1317  Tahun  2023  Tentang  Hasil

Verifikasi,    Validasi,     Dan     lnventarisasi     Pemufakhiran    Klasifikasi,     Kodefikasi    Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4.     Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2022 Ten fang  Penyusunan  Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berakhir Pada Tahun 2023.

5.     Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  2  Tahun  2025  tenfang  Pedoman  Penyusunan

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan  Rencana  Strategi  Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029

6.     Rancangan Pembangunan  Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

dengan ini menetapkan  :

DOKUMEN RENCANA STRATEGl§ (RENSTRA)

KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGl{ULU TAHUN 2025.2029

Dokumen  Rencana  Strategis  (Renstra)  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu Tahun

2025-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

:  Bengkulu

2025
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BABI
PENDAHULUAN

1.1           LATAR BELAKANG

Penyusunan   Renstra   Kecamatan   Ratu  Samban   Kota   Bengkulu  Tahun  2025-

2029, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pembangiinan  Daerah,  Tata  Cara

Evaluasi   Rancangan    Peraturan   Daerah   Tentang    Rencana   Pembangunan    Jangka

Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata

Care     Perubahan     Rencana     Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,     Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keria Pemerintah Daerah.

Sehubungan   dengan   telah   terpilihnya   walikota   dan   wakil   walikota   Bengkulu

periode    2025-2029,    Pemerintah    Kota    Bengkulu    berkewajiban    menyusun    kembali

perencanaan jangka menengah daerah kota Bengkulu.

Rencana  Strategis  Perangkat Daerah  (Renstra-OPD)  Kecamatan  Ratu  Samban

Kota  Bengkulu  2025-2029 adalah  Dokumen  Perencanaan  Organisasi  Perangkat Daerah

untuk  periode  5  (lima)  tahun  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  penyusunan  Rencana

Kinerja Tahunan  (RKT) dan  Rencana  Kerja (Renja)  Organisasi  Perangkat Daerah,  seha

digunakan  sebagai  instrumen  evaluasi  keberhasilan  dan  kegagalan  kinerja  Organisasi

Perangkat  Daerah  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan

fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan   Renstra   Kecamatan   Ratu  Samban   Kota   Bengkulu   dilaksanakan

melalul  tahapan  persiapan,  penyusunan  rancangan,  penyusunan  rancangan  akhir  dan

penetapan   Renstra   Organi§asi   Perangkat   Daerah.   Pengembangan   Kecamatan   Ratu

Samban  Kota  Bengkulu  sampai  tahun  2029  diarahkan  untuk  mewujudkan  cita-cita  dan

tujuan  pembangunan  daerah  yang  terintegrasi  dengan  tujuan  nasional,  sesuai  dengan

visi,    misi,    dan    arah    pBmbarigunan    yang    telah    disepakati    bersama.    Hal    tersebut

merupakan    sebuah    pllihan    yang    telah    menjadi    komitmen    bersama    sebagaimana

tercantum  didalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD), sehingga

dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku

kepentingan  (sfakeho`ders)  yaitu  Camat  dengan  Kelompok-kelompok  masyarakat  baik

yang  bergerak dibidang sosial  budaya, ekonomi,  maupun  politik dan keamanan.



untuk    mencapai    harapan    dimaksud,    proses    pembangunan    daerah    harus

dilaksanakan     secara     sistematis     mulai     dari     tahap     perencanaan,     pelaksanaan,

pengawasan,   monitoring   dan   evaluasinya   sampai   dengan   tahap   pemanfaatan   dan

pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sebagai  unsur  pelaksana  Pemerinfah  Kota

Bengkulu  di  wilayah  Kecamatan  Ratu  Samban  mengemban  tugas  dan  tanggung  jawab

agar  proses  perencanaan  pembangunan  di  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu

dapat  berjalan   dengan   balk,   tersusun   secara  sistematis,   sinergis   dan   komprehensif

sehingga sepenuhnya mengarah  kepada pencapaian visi dan  mis.I daerah, sebagaimana

diharapkan semua pihak,

Rencana  Strategis  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu  Tahun  2025-2029

menjabarkan  visi,   misi,  dan  program  kepala  daerah,  dan  wakil  kepala  daerah  terpilih,

sekaligus   merupakan   bagian   dari   upaya   mendukung   secara   seiring   sejalan   dengan

pelaksanaan dan  pencapaian  8  (Delapan) As fa Cita,17  (Tujuh  Belas)  Program  Prioritas,

dan   8   (Delapan)   Proyek   Hasil   Terbaik   Cepat   (Qu/.ck   W/'ns)   yang   dicanangkan   oleh

Presiden  dan  Wakil  Presiden  R[  periode  2025-2029,  untuk  merealisasikannya,  secara

fungsional     Kecamatan     Ratu     Samban     Kota     Bengkulu     dituntut     untuk     mampu

menterjemahkannya    kedalam    berbagai    bentuk    kebijakan,    program    dan    kegiatan

pembangunan  daerah,  baik dalam  bentuk  Rencana  Pembangunan  Daerah  (RPD)  yang

berlaku  selama  5  (lima) tahun  maupun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang

berlaku    1    (satu)   tahunan.    Dokumen-dokumen    perencanaan    inilah   yang    kemudian

menggagaskan penyiisunan Rencana Strategis dan  Rencana Kerja Tahunan Kecamatan

Ratu  Samban  Kota Bengkulu.

1.2           LANDASAN  HUKUM

Penyusunan    Rencana   Strategis    (Renstra)    Kecamatan    Ratu    Samban    Kota

Bengkulu, Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan -ketentuan sebagai berikut .

1.       Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang  DasarNegara Republik  Indonesia Tahun  1945;

2.       Undang-undang  Nomor  6  Drt.  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom

Kota    Kecil    Dalam   Lingkungan    Daerah    Provinsi    Sumatera   Selatan    (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1956  Nomor  57,  Tambanan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 1091);



3.      undang-Undang   Nomor  9  Tahun   1967   tentang   Pembentukan   Provinsi   Bengkulu

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1967    Nomor    19,    Tambahan

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keiiangan   Negara   (Lembaran

Negara  Republik  lndonesla  Tahun  2003  Nomor 47,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang      Nomor     25     Tahun      2004     tentang      Sistem      Perencanaan

Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor

104, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang   Nomor  26  Tahun  2007  tentang   Penataan  Ruang,  sebagaimana

telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023

tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor  2

Tahun   2022   tentang   Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor 41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Nomor 6856);

7.      Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009   tentang   Pelayanan   Publik   (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik  lndcinesia Nomor 5038);

8.      Undang-Undang     Nomor     12    Tahun     2011     tentang     Pembentukan     Peraturan

Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011   Nomor

82,  Tambahan  LembaranNegara  Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana

beberapa  kali telah  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2022

tentang   Perubahan   Kedua  Atas   Undang-UndangNomor   12   Tahun   2011   tentang

Pembentukan     Peraturan     Perundang-Undangan     (Lembaran     Negara     Republik

Indonesia    Tahun    2022    Nomor    143,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Nomor 6801 );

9.     Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran

Negara Republik  Indonesia Tahun 2014  Nomor 244),  (Tambahan  Lembaran  Negara

Republik    Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana   telah   diubah   terakhir   dengan

Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah

Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022 ten fang Cipfa  Kerja menjadi



9.       Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahiin   2023   Nomor  41,

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10     Undang-undang   Nomor  10  tahun  2016  tentang  Pemubahan   Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2014  tentang   Pemilihan   Gubernur,   Bupati  dan

Walikota  menjadi  Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun

2014  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5588)I

sebagaimana  beberapa  kali  telah  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor 6

Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015

tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1

Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubemur,   Bupati  dan  Walikota  menjadi   Undang-

Undang   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun

2020 Nomor 128, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

11.    Undang-Undang    Nomor   1    Tahun    2022   tentang    Hubungan    Keuangan    Antara

Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun   2022  Nomor  4,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor

6757);

12.    Undang-Undang   Nomor  59  Tahun  2024  tentang   Rencana  Pembangunan  Jangka

Panjang  Nasional  Tahun  2025-2045  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 39 Tahun  2006 tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan

Evaluasi    Pelaksanaan    Rencana    Pembangunan    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia  Tahun  2006  Nomor 96,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4663);

14.    Peraturan   Pemerintah   Nomor  40   Tahun   2006   tentang   Tata   Cara   Penyusunan

Rencana   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun

2006  Nomor  97,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4664),

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan   Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017

tentang    Sinkronisasi    Proses    Perencanaan    dan    Penganggaran    Pembangunan

Nasional    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2007    Nomor    105,

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



15.    Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor 77,  Tambahan

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor  4833)   sebagaimana   telah   diubah

dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor  13  Tahun   2017  Tentang   Perubahan  Alas

Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor 77,  Tambahan

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6042);

16.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016 tentang  Perangkat Daerah  (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik   Indonesia   Nomor  5887);   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan

Pemerintah  Nomor 72 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah

Nomor   18   Tahun   2016   tentang   Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik

Indonesia    Tahun    2019    Nomor    187,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Nomor 6402);

17.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan

Kajian   Lingkilngan  Hidup  Strategis  (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2016  Nomor 228, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5941 );

18.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun  2017 ten fang  Pembinaan  dan  Pengawasan

Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

6041);

19.    Peraturan   Pemerintah   Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar  Pelayanan   Minimal

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor 2,  Tambahan  Lembaran

Negara  Republik Indonesia  Nomor 6178);

20.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   ten fang   Pengelolaan   Keuangan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan

Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 6322);

21.    Peraturan    Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang    Laporan   dan    Evaluasi

Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

6323);



22.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan

Ruang  (Lembaran  Negara  Tahun  2021   Nomor  31,  Tambahan  Lembaran   Negara

Nomor 6633);

23.    Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang   Pelaksanaan   Pencapaian

Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

24.    Peraturan  Presiden  Nomor 12 Tahun  2025 tentang  Rencana Pembangunan Jangka

Menengah  Nas'ional Tahun  2025-2029;

25.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  80  Tahun   2015  tentang   Pembentukan

Produk   Hukum   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor

2036)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor

120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor

80   Tahun   2015   tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita   Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26     Peraturan    Menteri   Dalam    Negeri    Nomor   86   Tahun   2017   tentang   Tata   Cara

Perencanaan.    Pengendalian   dan    Evaluasi    Pembangunan    Daerah,    Tata   Cara

Evaluasi  Rancangan   Peraturan   Daerah  tentang   Rencana  Pembangunan   Jangka

Panjang  Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah, serta Tata

Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah,    Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah

(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor 1312);

27.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negen  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem  lnformasi

Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 1114);

28.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor   90   Tahun   2019   tentang    Klasifikasi,

Kodefikasi  dan  Nomenklatur  Perencanaan   Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    18   Tahun    2020    tentang    Peraturan

Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang  Laporan  dan

Evaluasi     Penyelenggaraan     Pemerinfahan     Daerah     (Berita     Negara     Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



30.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis

Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Berita   Negara  Republik   Indonesia  Tahun   2020

Nomor  1 781);

31.    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor 59 Tahun 2021  tentang  Penerapan Standar

Pelayanan  Minimal  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 1419);

32,    Keputusan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   900.1,15.5-3406   Tahun   2024   tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050-5889  Tahun

2021  tentang  Hasil  Verifikasi,  Validasi,  dan  lnventarisasi  Pemutakhiran  Kiasifikasi,

Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33.    Instruksi    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    52    Tahun    2022    tentang    Pedoman

Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun

2025-2029;

34.    Peraturan   Daerah   Provinsi   Bengkulu   Nomor   06   Tahun   2024   tentang   Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;

35.    Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor  10 Tahun  2016 tentang  Pembentukan dan

Susunan   Perangkat   Daerah   Kota   Bengkulu   (Lembaran   Daerah   Kota   Bengkulu

Tahun  2016  Nomor  10),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kota

Bengkulu  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kota

Bengkulu   Nomor  10  Tahun  2016  tentang   Pembentukan  dan  Susunan   Perangkat

Daerah  Kota Bengkulu  (Lembaran  Daerah  Kota Bengkulu Tahun  2021  Nomor 10);

36.    Peraturan   Daerah   Kota   Bengkulu   Nomor  4  Tahun   2021   ten fang   Rencana  Tata

Ruang  Wlayah  Kota  Bengkulu Tahun  2021-2041  (Lembaran  Daerah  Kota  Bengkulu

Tahun 2021  Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 1);

37.    Peratiiran    Daerah    Kota    Bengkulu    Nomor    7    Tahun    2024    tentang    Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;

38,    Peraturan  Walikota  Bengkulu  Nomor  6  Tahun  2022,  ten fang  Organisasi  dan  Tata

Kerja  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu.  (Berita

Daerah  Kota Bengkulu Tahun 2022  Nomor 6).

1.3           MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1        MAKSUD

a)      Memberikan    arah    dan    pedoman    bagi    semua    personil    dalam    melaksanakan

tugasnya      untuk      menentukan       prioritas-prioritas      di       bidang       perencanaan



pembangunan,    sehingga    tujuan    program    dan    sasaran    kegiatan    yang    telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai;

b)      Mempermudah    pengendalian    kegiatan    serta    pelaksanaan    koordinasi    dengan

instansi  terkait,  monitoring,  analisis,  evaluasi  kegiatan  balk  secara  internal  maupun

ekstemal;

c)      Memberikan    informasi    kepada    pemangku    kepentingan    (sfakeho/ders)    tentang

rencana pembangunan fahunan;

d)      Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan  Ratu samban Kota Bengkulu dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

1.3.2       TUJUAN

a)      Merencanakan  perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;

b)      Mengelola kebertiasilan organisasi secara sistemik;

c)      Memanfaatkan    perangkat    manajerial    dalam    pengelolaan    pemerintahan    dan

pembangunan;

d)      Mengembangkan   pemil(iran,   sikap   dan   tindakan   yang   berorientasi   pada   masa

depan;

e)      Memudahkan  para  pemangku  kepentingan  (sfaheho/ders)  untuk  menghadapi  masa

depan;

f)       Meningkatkan  pelayanan masyarakat secara prima;

g)      Meningkatkan  komunikasi antar pemangku  kepentingan (sfckeho/ders);

1.4          SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen   Renstra   Kecamatan   Ratu   Samban   Kota   Bengkulu   di   formulasikan

dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BABl PENDAHULUAN

1.1         LatarBelakang

1.2       Landasan  Hukum

1.3       MaksuddanTujuan

1.4       Sistematika penulisan



BAB ll

BAB  111

BAB IV

BABV

GAMBARAN  PELAYANAN,  PERMASALAHAN  DAN   ISU   STRATEGIS

PERANGKAT DAERAII

2.1       Gambaran pelayanan perangkat Daerah

2.1.1    Tuga§,  Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2   Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3   Kinerja Pelayanan  Perangkat Daerah

2.1.4   Kelompok Sasaran  Layanan

2.2       Permasalahan dan  lsu strategis perangkat Daerah

2.2.1    Permasalahan Pelayanan  Perangkat Daerah

2.2.2   lsu Strategis

TUJUAN, SASARAN, §TRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1       Tujuan Renstra perangkat Daerah 2025-2029

3.2      Sasaran Renstra perangkat Daerah 2025-2029

3.3       Strategi  Perangkat  Daerah  Dalam  Mencapai  Tujuan  dan  Sasaran

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

3.4      Arah   Kebijakan   Perangkat  Daerah   Dalam   Mencapai   Tujuan  dan

Sasaran  Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

PROGRAM,         KEGIATAN,          SUBKEGIATAN          DAN          KINERJA

PENYELENGGARAAN  BIDANG  URUSAN

4.1        uraianprogram

4.2       Uraian  Kegiatan

4.3       Uraian  Sub  kegiatan   Beserta   Kinerja,   lndikator  Target,  dan  Pagu

lndikatif

4.4       uraian  Sub  kegiatan  Dalam  Rangka  Mendukung  Program  Prioritas

Pembangunan Daerah

4.5       Target   Keberhasilan   Pencapaian   Tujuan   dan   Sasaran   Renstra

Perangkat    Daerah    Tahun    2025-2029    Melalui    lndikator    Kineria

Utama (lKU)  Perangkat Daerah

4.6       Target   Kinerja   Penyelenggaraan   Urusan    Pemerintahan    Daerah

Tahun 2025-2029 Melalui  lndikator Kinerja  Kunci (lKK)

PENUTUP



BAB  11

GAMBARAN  PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1       GAMBARAN PELAYANAN  PERANGKAT DAERAH

2.1.1      Tugas,  Fungsi,  Dan   Struktur  Perangkat  Daerah  Kecamatan  Ratu  Samban
Kota Bengkulu
Dasar   hukum   pembentukan   Kecamatan   Ratu   Samban   Kota   Bengkulu   adalah

berdasarkan   Peraturan  Pemerintah   Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun   1986  Tentang

Perubahan   Bates  Wilayah   Kotamadya   Daerah  Tingkat  11   Bengkulu,   Kabupaten   Daerah

Tingkat  11  Bengkulu  Utara  Dan  Daerah  Tingkat  11   Bengkulu  Selatan  Tanggal   110ktober

1986,      BAB   11   Pasal   6,   yang   berbunyi   "Untuk   terwujudnya   tertib   Pemerintahan   dan

pembinaan  wilayah,  maka  wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  11   Bengkulu  yang  semua

terdiri  dari  2  wilayah  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Teluk  Segara  dan  Kecamatan  Gading

Cempaka   dihapuskan   dan   ditata   kembali   menjadi   4   wilayah   Kecamatan   baru",   yaitu

Kecamatan  Muara  Bangkahulu,  Kecamatan  Teluk Segara,  Kecamatan  Gading  Cempaka,

dan Kecamatan  Ratu Samoan.

Pada  tahun  2003,  Kota  Bengkulu  mengalami  pemekaran  wilayah.  Kota  Bengkulu

yang  semula  terdiri  dari  4  kecamatan  dengan   17  desa  dan   38  kelurahan  dimekarkan

menjadi  8   kecamatan  dengan  67   kelurahan.   Pembentukan   kecamatan  dan   kelurahan

tersebut  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  28  Tahun  2003.  Berdasarkan

Perda   No   28   Tahun   2003   tersebut,   secara  administratif,   Kota   Bengkulu  terdiri   alas  8

Kecamatan 67 Kelurahan yaitu  :

1.     KeGamatan  Ratu  samban dengan 6 Kelurahan,

2.     Kecamatan  Kampung  Melayu dengan 6 Kelurahan;

3.     Kecamatan Gading  Cempaka dengan  11  Kelurahan;

4.     Kecamatan Ratu samban dengan 9 Kelurahan,

5.     Kecamatan  Ratu Agung 8 Kelurahan;

6.     Kecamatan Teluk segara dengan  13  Kelurahan;

7.     Kecamatan sungai serut 7 Kelurahan;

8.     Kecamatan  Muara  Bangkahulu dengan  7 Kelurahan;

Kemudian  terakhir ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor 03

Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Alas  Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor 28  TahLin



2003  Tentang  Pembentukan  Kelurahan  Dan  Kecamatan  Dalam  Wilayah  Kota  Bengkulu,

terdiri dari 9 Kecamatan dan 67 Kelilrahan,  yaitu  :

1.     Kecamatan Gading cempaka 5 Kelurahan;

2.     Kecamatan Ratu Agung  8  Kelurahan;

3.     Kecamafan Ratu samban dengan 9 Kelurahan;

4.     Kecamatan Teluk segara dengan  13 Kelurahan;

5.     Kecamatan sungai serut 7 Kelurahan;

6.     Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan;

7.     Kecamatan Ratu samban dengan 6 Kelurahan;

8.     Kampung  Melayu dengan 6  Kelurahan;

9.     Kecamatan singaran  pati dengan 6 Kelurahan;

Uraian Tugas dan Fungsi l{ecamatan Ratu Samban Kota Benakulu

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu adalah sebagai

berikut  :

1.    Camat

Tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1.       Menyelenggarakan   Umusan   Pemerintahan   Umum   sesuai   ketentuan   yang   berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2.      Mengkoordinasikan   kegiatan   pemberdayaan   masyarakat   sesuai   ketentuan   yang

berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik;

3.      Mengkoordinasikan    upaya    penyelenggaraan    ketentraman    dan    ketertiban    umum

se§uai ketentuan yang berlaku  agar terwujud situasi yang kondusif;

4.      Mengkoordinasikan  penerapan dan  penegakan  perda dan  peraturan walikofa sesuai

ketentuan yang behaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan balk;

5.      Mengkoordinasikan   pemeliharaan   prasarana  dan   sarana   pelayanan   umum  sesuai

ketentuan yang  berlaku agar pelak§anaan kegiatan terkoordina§i dengan baik;

Mengkoordinasikan   penyelenggaraan   kegiatan   pemerintahan   yang   dilakukan   oleh

Perangkat   Daerah    di   tingkat   kecamatan   sesilai    ketentuan    yang    berlaku   agar

pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan balk;

Membina   dan   mengawasi   penyelenggaraan   kegiatan   pemerintahan   di   kelurahan

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;



8.      Melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah

Kota yang  tidak dilaksanakan  oleh  Unit Keria Pemerintahan  Daerah  Kota yang  ada  di

kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar urusan dapat berjalan dengan  balk;

9,      Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas camat sesuai ketentuan yang beriaku

sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan,

10.    Melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   atasan   sesual   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Selain    melaksanakan    tugas    sebagaimana    dimak§ud,    Camat    mendapatkan

pelimpahan    sebagian    keweriangan   Walikota    untuk   melaksanakan    sebagian    urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,  Camat mempunyai fungsi  :

1.     Penyusunan  program di  Kecamatan;

2.     Pelaksanaan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  Ketentraman  dan  Ketertiban,

Pemberdayaan Masyarakat,  Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

3.     Pelaksanaan  kebijakan Pemerintah  Kota di wilayah kecamatan;

4.     Pelayanan  informasi  mengenai wilayah  kecamatan yang dibutuhkan  dalam  perumusan

kebijakan bagi Walikota;

5,     Pelaksanaan administrasi kecamatan;

6.     Pengkoordlnasian kegiatan-kegiatan pelayanan lintas kelurahan:

7.     Pengkoordlnasian kegiatan-kegiatan lintas sektor;

8.     Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di kecamatan;

9.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.    Sekretariat Kecamatan

Sekretariat     Kecamatan      mempunyai      tugas      melaksanakan      urusan      umum,

penyusunan  perencanaan,  pengelolaan  administrasi  keuangan  dan  kepegawaian.  Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi .

1.      Penyusunan rencana, program dan kegiatan kecamatan;

2.      Pemahaman    ketentuan    peratilran    perundang-undangan   yang    berkaitan    dengan

bidang tugas sekretariat kecamatan;

3.      Pelayanan administrasi kecamatan, kerumahfanggaan, administrasi kepegawaian dan

admjnistrasi keuangan;

4.      Pengelolaan administrasi  perkantoran,  keuangan dan  kepegawaian;



5.      Penyelenggaraan   urusan   umum   dan   perlengkapan,   keprotokolan   dan   hubungan

masyarakat;

6.      Penataan ketafalaksanaan,  kearsjpan dan perpustakaan;

7.      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerinfahan di tingkat kecamatan;

8.      Pembinaan administrasi sekretariat kecamatan;

9.      Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

10,    Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan sub bagian di  lingkungan sekretariat,

11.    Penyiapan  bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;

12.    Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;

13.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a.    Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan

Sub Bagian Penyusunan Program dan  Keuangan mempunyai tugas :

1.      Menyusun  rencana,  program  dan  kegiatan  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  dan

Keuangan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  kegiatan  lebih  terarah

dan berjalan  lancar;

2,      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tuga§  sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Mengelola  keuangan  pemerintahan  kecamatan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk

tertibnya administrasl  keuangan;

4.      Melakukan  pengelolaan  gaji,  tunjangan,  uang  lembur,  Taspen  pegawai  Pemerintahan

Kecamatan   sesuai   ketentuan   yang    berlaku    untuk   kelancaran    penerimaan   gaji,

tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai;

5.       Melakukan   perhitungan,   penagihan,   penyetoran   Ppn/Pph   sesuai   ketentuan   yang

berlaku agar penyetoran Ppn/Pph dapat dilaksanakan tepat pada waktu,

6.      Melayani    pemeriksaan    keuangan    oleh    aparatur    pengawas    fungsional    sesuai

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan lancar;

7.       Melaksanakan     monitoring    dan    evaluasi     program    dan     kegiatan     Sub     Bagian

Penyusunan  Program  dan  Keuangan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar  kegiatan

tepat sasaran;

8.      Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   keria/instansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang  berlaku  agar pelaksanaan  kcordinasi  berjalan lancar;



9.      Menyusun   dan   menyampaikan   laporan   pelaksanaan   program   dan   kegiatan   Sub

Bagian   Keuangan   sesuai   ketentuan   yang   berlaku   sebagai   pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan;

10.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

b.    Sub Bagian umum dan Kepegawaian Kecamafan

Sub  Bagian  Umum dan Kepegawaian  mempunyai tugas  :

1.      Menyusun  rencana,   program  dan   kegiatan   Sub  Bagian   Umum  dan   Kepegawaian

sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar pelaksanaan  kegiatan  lebih terarah dan  berialan

lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas  sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Mengelola   ketatailsahaan    naskah    dinas   sesuai    ketenfuan   yang    berlaku    untuk

meningkatkan tertib administrasi;

4,      Mengelola  barang  inventaris  /aset  pemerintahan  kecamatan  sesuai  ketentuan  yang

berlaku agar lebih tertata dan berdayaguna;

5.      Menyiapkan  administrasi  dan  keperluan  rapat  di  Kecamafan  sesuai  ketentuan  yang

berlaku  agar pelaksanaan  rapat berjalan  lancar;

6.      Mengelola  urusan   rumah  tangga  pemerintahan  kecamatan  sesual  ketentuan  yang

berlaku  untuk menunjang pelaksanaan  kegiatan,  meliputi  :

a.      Melaksanakan tugas keprotokolan;

b.       Mengelola dokumentasi;

c,       Mengelola kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan tata ruang;

7.      Menyiapkan  data/informasi/statistik  di  lingkungan   Pemerintahan   Kecamatan  sesuai

ketentuan yang beriaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

8.      Mengelola   dan   memfasilitasi   urusan   kepegawaian   pemerintahan   kecamatan   dan

kelurahan  meliputi  :

a.       Mengelola administrasi pegawai;

b.       Mengusulkan  pengangkatan,  kenaikan  pangkat,  gaji  berkala,  sumpah  pegawai,

ujian dinas,  promosi, mutasi, penghargaan,  pemberhentian dan pensiun;

c.       Mengusulkan pembuatan  kartu TASPEN,  RARPEG,  KARIs dan  KARSU;

d.       Membuat Daftar urut Kepangkatan dan sasaran Kerja pegawai;



9.      Mengelola   daftar   hadir   pegawai   sesuai   ketentuan   yang   berlaku   untuk   memantau

tingkat disiplin  pegawai;

10.    Melaksanakan     monitoring     dan     evaluasi     kegiatan     Sub     Bagian     Umum     dan

Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran;

11.    Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit  ker]a/instansi   terkait  se§uai   ketentuan

yang  berlaku  agar pelaksanaan  koordinasi berjalan  lancar;

12.    Menyusun   dan   menyampaikan   laporan   pelaksanaan   kegiatan   Sub   Bagian   Umum

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

13.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

3.    Sek§i pemerintahan Kecamatan

Seksi Pemerintahan mempunyal tugas :

1.      Menyusun   rencana,   program   dan   kegiatan   Seksi   Pemerintahan   sesuai   ketentuan

yang  beriaku  agar pelaksanaan  kegiatan lebih terarah dan  berjalan lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peratiiran  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Melaksanakan   pembinaan   administrasi   pemerintahan   kelurahan   sesuai   ketentuan

yang berlaku  untiik meningkatkan tertib administrasi;

Membantu  melaksanakan  pemungutan  Pajak  BLimi  Bangun  dan  pajak-pajak  lainnya

sesuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  meningkatkan  prosentase  pembayaran  Pajak

Bumi  Bangunan;

Memfasilitasi  kegiatan  forum  koordinasi  pimpinan  Kecamatan  sesuai  ketentuan  yang

berlaku  untuk kelancaran  kegiatan ;

Memfasilitasi   kegiafan   pembinaan   kesadaran   hukum   masyarakat  dan   membantu

penegakan   Peraturan   Daerah   sesuai   ketentuan   yang   berlaku   untuk   kelancaran

pelaksanaan  pembinaan;

Melaksanakan   pelayanan   administrasi   pertanahan   sesuai   ketentuan   yang   berlaku

untuk memenuhi kepentingan  masyarakat;

Memfasilitasi  pelaksanaan   pembinaan   Rukun   Warga  dan   Rukun  Tetangga  sesuai

ketentuan yang berlaku agar kegiatan  pembinaan  berjalan  lancer;



9.      Melaksanakan   keriasama   dengan   unsur-unsur   masyarakat,   lembaga   masyarakat

terkait   dalam    setiap   kegiatan    kelurahan    sesuai    ketentuan    yang    berlaku    untuk

meningkatkan  partisipasi masyarakat;

10.    Melaksanakan   pengolahan   data  yang   menjadi   urusan   Seksi   Pemerintahan   sesuai

ketentuan yang berlaku untuk bahan pelaksanaan kegiatan;

11.    Melaksanakan     monitoring    dan    evaluasi    kegiatan    Seksi    Pemerintahan    sesuai

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran;

12.    Menylapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   kerjarinstansi   terkait  §esuai   ketenfuan

yang  berlaku  agar pelak§anaan  koordinasi berialan  lancar;

13.    Menyu§un  dan   menyampaikan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  Seksi   Pemerintahan

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pehanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

14.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  beriaku

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4.    Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1,      Menyusun  rencana,  program dan  kegiatan  Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban  sesuai

ketentuan yang  berlaku agar pelaksanaan  kegiatan lebih terarah dan  berjalan  lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Mempersiapkan   petunjuk   teknis    pelaksanaan    kegiatan    Seksi    Ketentraman   dan

Ketehiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

4.       Melaksanakan   pembinaan   ketentraman,   ideologi   negara   dan   politik   dalam   negeri

sesuai ketentuan yang berlaku  untuk meningkatkan ketertiban;

5       Menyelenggarakan  pembinaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Linmas  Kecamatan

sesuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  meningkatkan  kualitas  Satuan  Polisi  Pamong

Praja dan  Linmas;

6.      Mengelola  penyelenggaraan  keamanan  dan   ketehiban  wilayah   Kecamatan  sesual

ketentuan yang berlaku  ur\tuk meningkatkan  keamanan dan  ketertiban;

7       Memberikan    rekomendasi    pada    surat    permintaan    pelayanan    keamanan    dan

ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku  untuk kelancaran  kegiatan;

8       Menerbitkan    §urat    lzln    Keramaian,    Partai    Politik,    Surat    Keterangan    Catatan

Kepolisian,   Surat  Keterangan   Bersih   Diri,   Surat  lzin   Penelitian,   Surat  Keterangan



Penelitian,  Surat Rekomendasi  Perekaman  di  kecamatan  lain  sesuai  ketentuan  yang

berlaku  untuk tehib administrasi dan  peningkatan pelayanan;

Memfasilitasi kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

10.    Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  Seksi  Ketentraman  dan  Ketertiban

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sa§aran;

11.    Menyiapkan   bahan   kcordinasi   dengan   unit   kerja/instansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang berlaku  agar pelaksanaan koordinasi  berialan lancar;

12.    Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugas  Seksi  Ketentraman  dan

Ketertiban se§uai ketentuan yang beriaku §ebagai pertanggungjawaban pada atasan;

13.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar pelaksanaan tugas berialan lancar,'

5.    Seksi pembangunan Masyarakat Kelurahan Kecamatan

Seksi Pembangunan  Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas :

1.      Menyusun  rencana,  program  dan  kegiatan  Seksi  Pembangunan  Masyarakat sesuaj

ketentuan yang beriaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tuga§  sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3        Melaksanakan   pembinaan   administrasi   pemerintahan   kelurahan   sesuai   ketentuan

yang  berlaku  untuk menirigkatkan tertib administrasi;

4.       Mempersiapkan     petunjuk     teknis     pelaksanaan     kegiatan     Seksi     Pembangunan

Masyarakat Kelurahan sesuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  kelancaran  pelaksanaan

kegiatan;

5.      Mengkoordinasikan    penyelenggaraan    lomba    kelurahan   tingkat   kecamatan,    kota

maupun   provinsi   sesuai   ketentuan   yang   berlaku   untuk   kelancaran   pelaksanaan

lomba;

6.       Memfasilitasi  keglatan  pembinaan  pembangunan  bjdang  sarana  dan  prasarana  fisik,

perekonomian   dan   produksi   di  tingkat   Kecamatan  sesuai   ketentuan   yang   berlaku

Lintllk kelancaran  pelaksanaan pembinaan;

7.       Memfasilitasi   pelaksanaan   pembinaan   pembangunan   dan   pembinaan   lingkungan

hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan pembinaan berjalan lancar;



8.      Memfasilitasi pemanfaatan ruang diwilayah kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku

untuk tehib penataan  ruang;

9.      Menerbitkan rekomendasi  lMB dan  HO sesuai ketentuan yang berlaku sebagai syarat

untuk penerbitan  lMB dan  HO;

10.    Mengelola  kebersihan,   keindahan  dan   pertamanan  sesuai  ketentuan  yang   berlaku

untuk keindahan lingkungan;

11,    Melaksanakan   monitonng   dan  evaluasi  kegiatan   Seksi   Pembangunan   Masyarakat

Kelurahan sesuai ketenfuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran;

12.    Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   kerja/instansi   terltait  sesuai   ketentuan

yang  berlaku agar pelaksanaan  koordinasi berjalan  lancar;

13.    Menyiisun  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  Seksi   Pembangunan

Masyarakat  Kelurahan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  sebagai  pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan;

14.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar pelaksanaan tugas berjalan  lancar;

6.    Seksi Kesejahteraan sosial Keeamatan

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1,      Menyusun   rencana,   program   dan    kegiatan    Seksi    Kesejahteraan   So§ial   sesuai

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas  sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3,      Memfasilitasi   pengawasan   kegiatan   program   pendidikan   dan   pelatihan   generasi

muda,     Karang     Taruna,     Organisasi     Kemasyarakatan,     Raskin,     keolahragaan,

kebudayaan,  kepramukaan serta peranan wanita sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar

kegiatan tepat sasaran;

4.      Memberikan  rekomendasi surat permintaan  pelayanan  dibidang  kesejahteraan  sosial

sesuai ketentuan yang  berlaku  untuk kelancaran  pelayanan;

5.       Menerbitkan   Surat   Keterangan   Belum   Nikah,   Surat   Keterangan  Ahli   Waris,   Surat

Keterangan   Tidak   Mampu,   Dispensasi   Nikah  sesuai   ketentuan  yang   berlaku  agar

tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



6.      Mengkoordinasikan    pembinaan    dan    pengawasan    kegiatan    program    kesehatan

masyarakat    dan    Keluarga    Berencana    sesuai    ketentuan    yang    berlaku    untuk

kelancaran  kegiatan;

7.       Memfasilitasi     penyelenggaraan     pendidikan     dan     pelayanan     kesehatan     sesuai

ketentuan yang  beriaku untuk kelancaran kegiatan;

8.       Mengkoordinasikan   pelaksanaan   penyuluhan   wajib  belajar  sesuai   ketentuan   yang

berlaku agar pelaksanaan  kegiatan berialan  lancar;

9.       Memfasilitasi   kegiatan   organisasi   so§ial   kemasyarakatan   dan   keagamaan   sesuai

ketentuan yang beriaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

10.    Mengkoordinasikan  pembinaan  lembaga  adat  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar

kegiatan pembinaan berjalan lancar;

11.    Mengkoordinasikan  penanggulangan  masalah  sosial  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar kegiafan penanggulangan  masalah sosial berjalan  lancar;

12.    Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  Seksi  Kesejahteraan  Sosial  sesuai

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran

13.    Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   kerja/instansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang  berlaku  agar pelaksanaan koordinasj berialan  lancar;

14.    Menyu§un  dan   menyampaikan  laporan  pelaksanaan   kegiatan  Seksj   Kesejahteraan

Sosial   sesuai   ketentuan   yang   berlaku   sebagai   pertanggungjawaban   pelaksanaan

kegiatan;

15.    Melaksanakan  tuga§  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar pelaksanaan tugas berialan lancar;

7,    Soksi pelayanan umum Kecamatan

Sel{si  Pelayanan  Umum mempunyai tugas  :

1,      Menyusun  rencana,  program dan  kegiatan  Seksi  Pelayanan  Umum sesuai ketentuan

yang  berlaku agar pelaksanaan  kegiatan  lebih terarah dan berjalan  lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas  sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Memberikan  rekomendasi  pada  pelayanan  perizinan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

untuk kelancaran pelayanan;

4.      Melaksanakan    pelayanan    administrasi    kependudukan    dan    catatan    sipil    sesuai

ketentuan yang  beriaku untuk tertib administrasi  kependudukan dan catatan §ipil;



5.       Memfasilitasi  penerbitan  Kartu  Keluanga,  Kartu  Tanda  penduduk,  Surat pindah,  Surat

Keterangan    KTP-e   dalam    proses    sesLiai    ketentuan    yang    beriaku    agar   tertib

administrasi kependudukan dan catatan sipil;

6,      Melaksanakan   monitoring   dan   evaluasi   kegjatan   Seksi   Pelayanan   Umum   sesuai

ketentuan yang  beriaku agar kegiatan tepat sasaran;

7.       Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   kerjafinsfansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang  berlaku agar pelaksanaan  koordinasi berjalan  lancar;

8       Menyusun   dan   menyampaikan   laporan   pelaksanaan   kegiatan   Seksi   Pelayanan

Umum  se§uai   ketentuan   yang   berlaku   sebagai   pertanggungjawaban   pelaksanaan

kegiatan;

9.       Melaksariakan  tiigas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

8.     Lurah

Tugas   Kepala   Kelurahan   adalah   menyelenggarakan   tugas   umum   pemerintahan

meliputi  :

1.     Melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  kelurahan;

2.     Melakukan pemberdayaan masyarakat;

3.     Melak§anakan  pelayanan masyarakat;

4.     Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

5.     Memelihara sarana dan  prasarana serta fasiljtas pelayanan  umum;

6.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

7.     Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Filngsi    Dalam    menyelenggarakan    tugas    sebagaimana    dimaksud,    Kepala

Kelurahan mempunyai fungsi  :

1.     Pelaksanaan  kebijakan  Pemerintahan  Kota di wilayah  Kelurahan;

2.     Penyiapan  lnformasi  mengenai wilayah  Kelurahan  yang  dibutuhkan  dalam  perumusan

kebijakan  bagi  Wallkota;

9.    Sekretariat l{elurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :

1.      Menyusun  rencana,  program dan  kegiatan sekretariat sesuai ketentuan yang  berlaku

agar pelaksanaan kegiatan leblh terarah dan berjalan lancar;



2.      Mempelajari    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    yang    berkaitan    dengan

bidang tugas kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3.      Membuat  usulan  pengadaan  kebutuhan  opera§ional  kantor  sesuai  ketentuan  yang

berlaku  agar kegiatan berjalan  lancar;

4.      Melaksanakan  urusan surat menyurat,  kearsipan dan  rumah tangga sesuai ketentuan

yang  berlakLi  untuk kelancaran  kegiatan;

5.       Mengelola  administrasi  kepegawaian  kelurahan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar

tertib dan akurat;

6.      Mengelola  administrasi  keuangan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar  tertib  dalam

penggunaan;

7.       Menyiapkan  administrasi  dan   keperiuan   penyelenggaraan   rapat-rapat  di  kelurahan

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

8.      Memberikan     pelayanan     teknis     dan     administratif     kepada     seluruh     perangkat

pemerintahan     kelurahan     sesuai     ketentuan     yang     berlaku     untuk     kelancaran

pelaksanaan  kegiatan;

9.       Mengelola  data  yang  berkaitan  dengan  tugas  umum  pemerintahan  kelurahan  §esuai

ketentuan yang  berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

10.    Menyusun  dan  menginventarisir  aset-aset  kelurahan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

supaya tertib dan terpelihara;

11.    Melakukan   pemantaiian  terhadap   kegiatan   penyelenggaraan   umum   pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

12.    Melaksanakan    monitoring    dan    evalua§i    kegiatan    sekretariat    kelurahan    sesuai

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran;

13.    Menyiapkan   bahan   koordinasi  dengan   unit  kerja/  instarisi  terkait  sesuai  ketentuan

yang berlaku  agar pelaksanaan  koordinasi berialan lancar;

14.    Menyusun   dan   menyampaikan   laporan   pelaksanaan   kegiatan   Sekretariat   sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

15.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

untuk kelancaran kegiatan;

10.  Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban  Umum mempunyai tugas :



1.      Menyusun rencana,  program dan kegiatan seksi pemerinfahan dan  Ketertiban umum

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Melaksanakan  pembinaan  administrasi  pemerintah  kelurahan  sesuai  ketentuan  yang

berlaku  untuk meningkatkan tehib administrasi;

4.      Mengkoordinasikan  pelaksanaan  inventarisasi  aset  Pemerintah  Kota  dan  kekayaan

pemerintah  lainnya  di  tingkat  kecamatan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar  tertib

dan terpelihara;

Melaksanakan  pembinaan  Rukun Warga dan Rukun Tetangga sesuai ketentuan yang

berlaku untuk meningkatkan kinerja  Rukun Warga dan  Rukun Tetangga;

Melaksanakan   urusan   pemerintahan   umum   sesuai   ketentuan  yang   berlaku   unluk

kelancaran penyelenggaraan pemerlnfahan;

Melaksanakan   pelayanan   administrasi   pertanahan  sesilai   ketentuan   yang   berlaku

untuk meningkatkan tertib administrasi  pehanahan;

Membantu   melaksanakan   pemungutan   Pajak   Bumi   Bangunan   dan   pajak   lainnya

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran;

Memberikan   penyuluhan   pemeljharaan   trantib   dan   linmas   kepada   RT/RW  sesuai

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban;

10.    Memfasilitasi pelaksanaan kesadaran hukum dan  penegakan  Perda sesuai ketentuan

yang  berlaku  untuk meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat;

11.    Menyiapkan    tempat-tempat    strategis    pembuatan     Pos     Komando     Penanganan

Bencana  Alam   dan   Pos   Keamanan   Lingkungan   di   bawah   koordinasi   Kecamatan

se§uai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  keamanan  dan

ketertiban;

12.    Membuat  peta  rawan  bencana  dan  peta  rawan  kejahatan  sesuai  ketentuan  yang

berlaku sebagai aciian pelaksanaan evakuasi;

13.    Membantu   Kecamatan   dalam   melaksanakan   sosialisasi   kepada   masyarakat  yang

usahanya  belum  memilki  izin  dari  pemerintahan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar

kegiatan  berjalan lancar;

14.    Memberikan  peringatan  dini  bahaya bencana terhadap  masyarakat sesuai  ketentuan

yang berlaku untuk kesiapsjagaan masyarakat terhadap bencana;



15.    Menggerakkan   partisipa§i   masyarakat  dalam   penanggulangan   bencana  alam   dan

pemulihan   akibat   bencana   alam   di   lingkungan   kelurahan   sesuai   ketentuan   yang

berlaku  untuk mengantisipasi bencana;

16.    Memberikan    pembinaan    terhadap    personil    ketentraman    dan    keterdban    sesuai

ketentuan yang  berlaku untuk meningkatkan  kualitas personil;

17,    Melasanakan  pelayanan  administrasi  pertahanan  sipil  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

untuk memenuhi kepentingan  masyarakat;

18.    Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  Seksi  Pemerintahan  dan  Ketertiban

Umum sesuai ketentuan yang beriaku agar kegiatan tepat sasaran:

19.    Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   kerja/instansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang berlaku  agar pelaksanaan  koordinasi  berialan lancar;

20.    Menyusun  dan  menyampaikan   laporan  pelaksanaan  kegiatan  Seksi   Pemerintahan

dan  Ketertiban  Umum  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  sebagai  pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan;

21.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

untuk kelancaran  kegiatan;

11.   Seksi pembangunan Kelurahan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1.      Menyusun   rencana,  program  dan   kegiatan  Seksi  Pembangunan  sesuai  ketentuan

yang berlaku  agar pelaksanaan kegiatan  lebih terarah dan berialan lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas  sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan,

3,      Melaksanakan  pembinaan  kegiatan  perkoperasian,  pengusaha  ekonoml  lemah  dan

kegiatan  perekonomian  lainnya  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  meningkatkan

kehidupan perekonomlan  ma§yarakat,'

4.      Melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan,  kesehatan, keluarga berencana dan

pendidikan  masyarakat  §esuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  meningkatkan  peran

serta masyarakat;

5.      Membantu   pelaksanaan   kegiatan   pembangunan   serta   menjaga   dan   memelihara

prasarana  dan  sarana  fisik  di  lingkungan  kelurahan  sesuai  kelentuan  yang  berlaku

untuk menjaga kenyamanan lingkungan;



6.      Melaksanakan  pelayanan  edministrasi  di  Bidang  Perekonomian  dan  Pembangunan

sesuai  ketentuan  yang  berlaku  untuk  membantu  masyarakat dalam  mengembangan

perekonomian;

7.      Menyusun  dan  membuat  Prod I  Kelurahan  sesuai  ketentuan  berlaku  sebagai  bahan

pelaksanaan kegiatan;

8.      Menggiatkan  gotong  royong, kebersihan,  dan keindahan  pada masyarakat Kelurahan

sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kenyamanan lingkungan;

9.      Melaksanakan   kegiatan   peningkatan   swadaya   dan   partisipasi   masyarakat  sesuai

ketentuan    yang    berlaku    untuk    meningkatkan    perekonomian    dan    pelaksanaan

pembangunan,

10.    Memfasilitasi  pelaksanaan  Musyawarah  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat sesuai

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

11.    Memfa§jlitasi    pelak§anaan    kegiatan    Pembinaan    Kesejahteraan    Keluarga,    Gsl,

Posyandu,  Karang Taruna, Risma sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat;

12.    Membantu   pelaksanaan   pemungutan   zakat,   infaq   dan   sedekah  sesuai   ketentuan

yang berlaku  untuk kelancaran  pelaksanaan kegiatan;

13.    Membantu  pelaksanaan  pemilngutan dana  Palang  Merah  Indonesia sesuai ketentuan

yang berlaku  agar berjalan lancar;

14.    Membantu       kecamatan       melaksanakan       kegiatan       penuntasan       kemiskinan,

pemberdayaan   perempuan,   olah   raga   dan   kepemudaan   sesuai   ketentuan   yang

berlaku agar berjalan lancar;

15.    Mengelola   data   monografi   pembangunan   dan   data   yang   menjadi   urusan   Seksi

Pembangunan    di    Kelurahan    sesuai    ketentuan    yang    berlaku    sebagai    bahan

pelak§anaan kegiatan;

16.    Melaksanakan    monitoring    dan    evaluasi    kegiatan    Seksi    Pembangunan    sesual

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran;

17.    Menyiapkan   bahan   koordina§i   dengan   unit   kerja/instansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang  berlaku agar pelaksanaan koordinasi  berialan lancar;

18.    Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  Seksi  Pembangunan

sesuai ketentuan yang beriaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;



19.    Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

untuk kelancaran kegiatan;

12.   Seksi Pelayanan Umum l{elurahan

Seksi Pelayanan  Umum  mempunyai tugas  :

1.      Menyusun  rencana,  program dan  kegiafan  Seksi  Pelayanan  Umum sesuai  ketentuan

yang berlaku  agar pelaksanaan  kegiatan lebih terarah dan  berjalan lancar;

2.      Mempelajari  ketentuan  peratllran  perundang-undangan  sesuai  bidang  tugas sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan;

3.      Memberikan  rekomendasi  pada  pelayarian  perizinan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku

untuk memberi kemudahan dan kelancaran pelayanan pada masyarakat;

4.      Memberikan   pelayanan   kepada  masyarakat  sesuai   ketentuan  yang   berlaku   untuk

memenuhi kepentingan  masyarakat,.

5.       MBlaksanakan    pelayanan    administrasi    kependudukan    dan    catatan    sipH    sesuai

ketenluan  yang  beriaku  agar  memudahkan  masyarakat  dalam  mengurus  dokumen

kependudukan dan catatan sipil;

6       Mengelola data yang  menjadi  urusan  seksi  pelayanan  umum  sesuai  ketentuan yang

beriaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

7.       Melaksanakan   monitoring   dan   evaluasi   kegiatan   Seksi   Pelayanan   Umum   sesuai

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran;

8.      Menyiapkan   bahan   koordinasi   dengan   unit   kerja/instansi   terkait  sesuai   ketentuan

yang  beriaku  agar pelaksanaan  koordjnasi berialan lancar;

9,      Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugas  Seksi  Pelayanan  Umum

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pada atasan;

Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  afasan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar

pelak§anaan tuga§ berjalan lancer;

Struktur Oraanisasi Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkng

Dalam  Peraturan  Walikota  Bengkulu  Nomor 45  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,

Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Tata  Keria  Kecamatan  Dan   Kelurahan   Di  Lingkungan

Pemerintah   Kota  Bengkulu  pada  Pasal  2  disebutkan  bahwa  Kecamatan  dipimpin  oleh

seorang     Kepala     Kecamatan     yang     disebut    Camat,     berkedudukan     dibawah     dan



bertanggungjawab   kepada   Walikota   melalui    Sekretaris   Daerah,   dan    pada   Pasal   3

disebutkan bahwa Susunan Organisasi Pemerintah  Kecamatan terdiri dari :

1.     Kepala  Kecamatan;

2.     Sekretariat; terdiri dari  :

a.     Sub Bagian penyusunan  program dan Keuangan

b.     Sub Bagian umum dan Kepegawaian

3,     Seksi pemerintahan;

4.     Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

5.     Seksi pembangunan Masyarakat Kelurahan;

6.     Seksi Kesejahteraan sosial;

7.     Seksi pelayanan umum;



STRutrmR ORGAlrlsas] PEHERINT      KECAlllmH



2.1.2      Sumber Daya organisasi perangkat Daerah Kecamatan Ratu samban
Kota Bengkulu

Sumber Da a Manusia

Adapun  Sumber Daya  Mar`usia  yang  ada  pada  Kecamatan  Ratu Samban

Kota   Bengkulu,   menurut  eselon,  jeniang   pendidikan,   dan  jenjang   kepangkatan

adalah sebagai berikut .

Tabel 2.1

No Jabatan Eselon
Jum]ahPegawai

1 Camat Ill/a 1      0rang
2 Sekretaris Kecamatan Ill/b 1     0rang
3 Kepala Seksi Kecamatan lv/a 5    0rang
4 Kepala Sub bagian Kecamatan lv/b 2    0rang
5 LLlrah IV/a 9    0rang

!6 Sekretari§  Kelurarian lv/b 9    0rang'7
Kepala Seksi  Kelurahan lv/b 22    0rang

8 Pelaksana   Umum Kecamatan 4       0rang
9 Pelaksana umum Kelurahan 6       0rang

Tabel 2.2

No Pangkat
Gal/ Jumlah

Ruang Peoawai

1 Pembina Tk.I lv.b 1      0rang
2 Pembina lv.a 3     0rang
3 Penata Tk.I lll.d 29     0rang
4 Penata Ill.c 15     0rang
5 Penata  Muda Tk,I Ill.b 4     0ran8
6 Penata Muda lll.a 3     0rang
7 Pengatur Tk. I II.d 0     Orang
8 Pengatur ll.c 3     0rang
9 Penaatur Muda lI.a 0      Orancl

JUMLAH 58    0ran8

Sumber Da a Modal

Kecamatan    Ratu    Samban    Kota    Bengkulu    memiliki    kekayaan/    aset

peralatan  dan  sarana  sebagai  pendukung  pelaksanaan  tugas,  beberapa  sarana

pendukung utama antara lain  :



Tabel 2.3

lNo Aset Jumlah Kondi§i

1 Kendaraan  Dinas Roda 1  Unit Balk

2 Kendaraan 0 erasional (Ambulance) Roda 4 2  Unit Baik

2 Kendaraan  Dinas Roda 2 20  Unit Baik

3 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1  Paket Balk

Li Periengkapan  Meubelair 1  Paket Baik

2.1.3      Kinerja  Pelayanan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kecamatan  Ratu  Samban
Kota Bengkulu

Kinerja  pelayanan   Kecamafan  Ratub  Samban   Kota   Bengkulu  dapat  diukur  dart

ketercapaian  nisi,  tujuan,  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkanya,  faktor kunci  keberha§ilan

yang turut mendukung pencapaian  misi, tujuan dan sasaran tersebut meliputi :

1.     Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan keria;

2.     Tersedianya perangkat pelayanan administrasi;

3.     Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang baik;

4.     Tersedianya data yang akurat;

5.     Tersedianya kebutuhan aparatur dengan baik;

6.     Tersedianya aparatur yang  berkualitas;

7.     Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;

Keberhasilan  kinerja  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu  dapat dillhat  dari

kondisi  5  (lima)  tahun  terakhir.  Data  pencapaian  kinerja  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota

Bengkulu selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

2.1.4.  Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya di alokasikan

untuk   masyarakat   umum.   Pada   kinerja   indikator   dispesifikasikan   pada   tiap-tiap   bidang

kegiatan sepehi aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.



TABEL 2.4

PENCAPAIAN KINERJA  PELAYARAN  PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN  RATu SAMBAN  KOTA BENGKULU

1
Persenlase          Kecamatan           YangBerklneriaPrima

75% 100% 100% 100% 372% 306% 1239% 523% 496% I      3o6% 1239% 523%

2
Persentase           Kelurahan            YangBerkinemaPnma

75% 100% 100% 100% 9184% 5015% 6211% 6422% 12246% 5015% 6211% 6422%

3
Persentase  Lembag8  PemberdayaanMasvaraka[/LPM)YanaAktif

100% 100% 100% 100% 94% 105% 139% 237% 94% 105% 139% 237%

4
Persentase            KelLirahan            YangMeneraDkenTTG

50% 60% 65% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5
Cakupan                           PenyelenggaranPenrerintahanDanPelavananPublik

85% 79% 93%

6
Cakupen       Pemberdayaan      KepedaMasvarahat

46% 133% 289%

7
Cakupan       Kocirdinasi       KetenlramanDanKeterihan

100%    i 9% 9%

8
Cakiipan   Slablllt@s   PenyelenggaraanPemerintahanUmum

100% 6% 6%



2.1.4. Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasamya di alokasikan

untuk   masyarakat   umum.   Pada   kinerja   indikator  dispesifikasikan   pada   tiap-tiap   bidang

kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.

2.2       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1      Permasalahan pelayanan perangkat Daerah

Permasalahan  lsu-isu  Strategis  adalah  kondisi  atau  hal  yang  diperhatikan  dalam

perencanaan     pembangunan     selama     5     (lima)     tahun     dalam     melaksanakan     atau

menyelenggarakan  tugas dan  fungsi  pelayanan  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu

kepada   masyarakat.   Analisa   isu-isu   strategis   diidentifikasikan   berdasarkan   tugas   dan

fungsi     pelayanan     Kecamatan     Ratu     Samban     Kota     Bengkulu    dalam    menjalankan

pemerintahan ada berbagai perma§alahan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pemetaan Perma§alahan ilntuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

Masalah  PokokBelumOptimalnya MasalahBelumOptimalnya  Pelayanan Akar Ma8alah

Belum         Optimalnya          lnformasi
Pelaksanaan Kepada  Masyarakat  Di  Bidang Tentang  Pelayanan  Publik  Kepada
Reformasi  Birokrasi Pemeri ntahan ,             PelayananUmum,Pembangunandan Ma§yarakat

Kurangnya       Sarana       Prasarana
Kemasyarakatan Pendukunq
Eel u in                             Optimalnya Masih    Kurangnya    Kapasitas   dan
Pemberdayaan  Kelurahan  danKemasyarakatan Kualitas  SDM  Kelurahan

Belum   Optimalnya   Pemberdayaan
Lembaq a Kemasyarakatan



2.2.2      lsu-lsu strategis pelayanan perangkat Daerah

Selama   kurun   waktu   5   (lima)   tahun   kedepan,   Pemerintah   Kecamatan   Ratu

Samban   Kota  Bengkulu  dituntut  lebih  responsif,   kreatif  dan  inovatif  dalam  menghadapi

perubahan-perubahan  balk  ditingkat  lokal,  regional  dan  nasional.  Berdasarkan  identifikasi

permasalahan  dan  telaahan  dari  beberapa  dokumen  perencanaan  lainnya,  maka  isu-isu

strategis yang di hadapi  Kecamatan  Ratu Samban antara lain  :

1.     Peningkatan      partisipasi      masyarakat      dalam      penyebaran      informasi      dengan

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi;

2.     Peningkatan  kuantifas, dan  kualitas sarana prasarana pendukung  pelayanan  publik;

3.     Peningkatan kualitas sumber daya manusia kecamatan dan kelurahan;

4.     Peningkatan  partisipasi  lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;



BAB  Ill

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1       PERUMuSAN    PERNYATAAN    TUJUAN     DAN    SASARAN    JANGKA    MENENGAH
0RGANISASI PERANGKAT DAERAH BE§ERTA INDIKATOR K[NERJANYA

Tujuan   merupakan   implementasi   dari   pernyataan   Misi  yang   akan  dicapai   atau

dihasilkan dalam jangka waktu  1  (satu) sampai dengan  5  (lima) tahun. Tujuan  penyusLinan

Renstra  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu  Tahun  2025-2029  adalah  merumuskan

kebijakan    dan    program    strategis    yang    menjamin    pelaksanaan    pemerintahan    dan

pembangunan    Kecamatan    Ratu    Samban    Kota    Bengkulu    yang    efisien    dan    efektif

berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik,  adapun  tujuannya  adalah

Terwujudnya  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  ser(a  Meningkatnya  Pemberdayaan

Masyarakat dan Kemandirian Desa

Adapun    sasaran    penyusunan    Renstra    Kecamatan    Ratu    Samban    adalah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah  Kecamatan Ratu Samban

Kota Bengkulu disajlkan pada Tabel  berikut :

TABEL  3.1.1

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Sasaran

Terwujudnya        Pelayanan        Publik        di Menjngkatnya   Kualitas   Pelayanan   Publjk
Kecamatan Di Kecamatan

Meningkatnya  Pemberdayaan  Masyarakat
dan  Kemandirian Desa

Dalam    kerangka   pengukuran   capaian   sasaran    maka   pada   setiap   sasaran

ditetapkan  indikator  kinerja  §asaran  yang  akan  dijadikan  sarana/  instrumen  pengukuran.

Indikator    kinerja    sasaran    mencerminkan    pencapaian    yang    dapat    dicapai    melalui

penyusunan dan pelaksanaan sasaran. Adapun  lndokator Kinerja Sasaran dalam Rencana

Strategis  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu adalah sebagai berikut :



TABEL 3.1.2

lNDIKATOR SASARAN DAN SASARAN JANGRA MENENGAH
KECAMATAN  RATU  SAMBAN  KOTA BENGKULU

Sasaran lndikator Sasaran

Meningkatnya  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di Persentase         Pelayanan         Di          Bidang

Kecamatan Pemerintahan,            Pembangunan           Dan
Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu



Tabel 3.1.3
Tiljuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

Tujuan Sasaran lndikator Tujuan/ Sasaran Satuan
Target Kinerja Tuj uan/ SasaLran Pada Tahun Ke.
2025 2026 2027 2028 2029

(1) (2) '3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terwujudnya  Pelayanan   Publik  di

Meni ng katn ya                 Ku al itas

lndeks          Kepuasan         Masyarakat O/a 850/o 860/a 87% 88% 89%
KecamatanMeningkatnya           PemberdayaanMasyarakatdanKemandirianDesa terhadap       Pelayanan       Publik       diKecamatan

lndeks Desa  Membangun  (lDM) % 16,67% 16.68% 16,69% 16,70% 16,71%

Pe-isentase     Pelayanan     di     Bidang %
_85%

86% 87% 88% 89%  I

Pelayanan            Publik            Di Pemerintahan,     Pembangunan     dan

Kecamatan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu



3.2       PERUMUSAN     PERNYATAAN     STRATEGI     DAN     ARAH     KEBIJAKAN     JANGKA
MENENGAH       ORGANISASI       PERANGKAT       DAERAH       BESERTA       INDIKATOR
KINERJANYA

Yang dimaksud dengan strategi adalah cara untuk mengatasi  permasalahan serta

mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  yang  dirancang  secara  konseptual]  analitik,  realistic  dan

kompeherensif,  Strategi  yang  akan  diwujudkan  dalam  kebijakan  dan  program  merupakan

cara  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan  sebagai  upaya  mencapai

tujuan   akhir   pembangunan.   Perumusan   strategi   pembangunan   disusun   berdasarkan

kerangka   analitik   terhadap   faktor   lingkungan   §trategi.   Hasil   pembangunan   yang   telah

dicapai  pada  periode  sebelumnya  harus  dipertahankan  dan  ditingkatkan  melalui  proses

adaptasi    terhadap    perubahan    lingkungan,    perkembangan    zaman    serta    kemajuan

teknologi.    Dengan    demikian,    maka    rumusan    strategi    merLlpakan    pernyataan    yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai.

Adapun    strategi    dari    pencapaian    program    Kecamatan    Ratu    Samban    Kota

Bengkulu adalah  :

1.     Meningkatkan   Penataan   Administrasl   Bidang   Pemerintahan,   Sosial,   Pembangunan

dan  Kemasyarakatan;

2.     Penempatan Kapasitas Tata Kelola pemerintahan  Kelurahan;

3.     Meningkatkan  pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan;

Sesuai   dengan   strategi   di   atas   dan   dengan   tetap   mengacu   kepada   fujuan

Kecamatan  Ratu  Samban  Kota  Bengkulu,  maka  dirumuskan  kebijakan  Kecamatan  yang

menjadi  acuan dalam  menefapkan  program pembangunan 5 (lima) fahun  ke depan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1.     Peningkatan   Pelayanan   Publik   Bidang   Pemerintahan,   Sosjal,    Pembangunan   dan

Kemasyarakatan,.

2.     Peningkatan sarana prasarana pendukung;

3      Peningkatan  Fasilitasi Kecamatan dalam setiap Bentuk pelayanan  publik;

4.     Peningkatan  Kapasitas Aparatur Kelurahan;

5.     Penlngkatan  Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan;



TABEL 3.1
KONSEP RENSTRA KECAMATAN RATU SAMBAN

VIsl Kota Bengkulu  Semakin Maiu,  F2eliqius,  Bahaaia,  dan  Berkelanju{an

MISI Mewujudkan Tata Ke ola  Pemerjntahan yang Adaptif, Profesional, Transparan dan Akuntabel serta Peavanan  Publik yang  Prima
(                              TUJUAN

SASARAN STRATEGl ARAH I(EBiJAKAN

Terwujudnya  Pelayanan  Publik  di Men ingkatnya                    Ku al i'tas Meningkatkan Penataan Administrasi Penjngkatan  Pelayanan  Publik  Bidang
Kecamatan Pelayanan             Publik             Di Bidang  Pemerintahan,  Sosial, Pemerintahan,  Sosial, Pembangunan dan

Meningkatnya         PemberdayaanMasyarakatdanKemandirian
Kecamatan                                           I Pembangunan dan Kemasyarakatan Kemasyarakatan

Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung
Peningkatan  Fasilitasi Kecamatan dalam

Desa Setiap  Bentuk Pelayanan  Publik

Penempatan Kapasitas Tata KelolaPemerintahanKelurahan Peningkatan  Kapasi{as Aparatur Kelurahan

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
Kelurahan Kelurahan



RPJMD   merupakan   dokumen   perencanaan   pembangunan   daerah   jangka   menengah   (5   tahun)   yang

disusun  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan  visi  dan  misi  kepala  daerah,  Di  dalam  RPJMD  ditetapkan

beberapa  hal  ,  dlantaranya  Visi  dan  misi  kepala  daerah,  Tujuan  dan  sasaran  pembangunan  daerah,

strategi   dan  arah   kebijakan   pembangunan,   dan   Program   prioritas.   Renstra   merupakan   dokumen

perencanaan  yang  dlsusun  oleh  Kecamatan  Ratu Samban   yang  berfungsi sebagai dokumen  perencanaan

strategis jangka menengah  untuk mendukung pencapaian §asaran  RPJMD.

Keterkaltan  antara  Sasaran  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah)  dengan

tujuan   Renstra  (Rencana  Strategis)   adalah   hal  yang  sangat  penting   dalam  memastikan  sjnergi  antara

rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing  perangkat

daerah secara mikro.  Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan  Renstra diantaranya  ;

1.     Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan  pembangunan

2.     Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh

3.     Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkatdaerah

4.     Menjadi     dasar     penyusunan     Renja     (Rencana     Keria)     dan     RKPD

(Rencana  Keria Pemerintah  Daerah) tahunan

Kerangka  keterkaitan  Sasaran  RPJMD  dengan  Tujuan  Ren§tra  Perangkal  Daerah dapal dijelaskan pada

gambar dibawah  ini  :



3.2.  Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

-Ft-Efu§t-fu------~----~----.--
It

Fi....
`.``..```.,.``.      `

Perumusan tujuan dan sasaran dalam  Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan  Rafu

Samban   adalah tahapan  penting  dalam perencanaan  pembangunan daerah.  Tujuan

dan sasaran  menjacli  arah dan  tolak ukur capaian kineria dari  programfl{egiatan  yang

dilakukan §elama periode lima tahun.



Tabel 3.3 Tcknl§ Merumuskan TLijuan dan Sasaran Restra Kecanatan Ratu
Samhan

NSPKDANSASARANRPJMDyANGFtELEVAN

TUJUAN SASAFIAN INDIRATOR
TARGET TAHu N

KET.  ,
2025 2026 2027 2028 2029 2030

(11 'Z) '3' '4' '5) '6) f7) (8' '9' (101 (11'
Meningkathya Terwujudnya lndeks 85 86 86 87 88 89
Kualitas Pelayanan Kepuasan
Layanan Publik Publik DiKecamatan MasyarakaterhadapPelayananPubllkDiKecamatan

Meningltatnya Meningkatnya ndek§ Desa 16,67 16,68 16,69 16,70 16,71 16,72
Pemberdayaan Kualitas Membangun
MasyarakatDanKemandirianDesa PelayananPublikDiKecamatan lDM)

Persenta§epelayanandibidanopemerintahan,pembangunandankemasyarakatanyangtepatwaktu 85 86 86 87 88 89



Tabel 3.3.1  Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran  Renstra Kecamatan Ratu Samban

Tariun 2025-2029

VIsl  ,  KOTA BENGKULu  SEMAKIN  MAJU,  RELIGIUS,  BAHAGIA DAN  BERKELANJUTAN
MIsl  3  :  Mewujudkan Tata  KelolaSertaPelayananPublikYangPr. Pemerintahan Yang Adaptif,  Profesional,  Transparan  Dan Akuntabellma

TUJUAN SASARAN STRATEGl ARAH  KEBIJAKAN

i(

Meningkatnya

MeningkatkanPenataan

Peningkatan  Pelayanan  PublikBidangPemerintahan,Sosial,PembangunanDanKemasyarakatan

II  Ten^/ujudnyaPelayananPublik

Administrasi Peningkatan Sarana Prasarana
Bidang Pendukung
Pemerintahan,Sosial,PembangunanDan

Peningkatan  Fasilitasi
Di  Kecamatan Kemasyarakatan Kecamatan  Dalam  SetiapBentukPelayananPublik
Menlngkatnya PemberdayaanMasyarakatDanKemandirianDesaI KualitasPelayanan  PublikDiKecamatan

Penempatan Penlngkatan Kapasitas
Kapasitas TataKelolaPemerintahanKelurahan Aparatur Kelurahan

Meningkatkan Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
MasyarakatKelurahan Kelurahan



3.3 Strategi Kecamatan Ratu Samban Dalam Mencapai Tujuan Renstra  Tahun 2025 -2029

Strategi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  Renstra  (Rencana  Strategis)  merupakan

bagian   penting   dart   implementasi   perencanaan   pembangunan   daerari.   Strategi   ini   berfungsi

sebagai  jembatan   antara   apa  yang  i.ngf.n  di.capat.  (tujuan   dan   sasaran).   Strategi   merupakan

pendekatan  umum  atau  rencana  tindakan  utama  yang  dirancang  oleh  perangkat  daerah  untiik

mencapai   tujuan   dan   sasaran   yang   telah   ditetapkan   dalam   Renstra.   Strategi   merupakan

serangkaian    upaya   yang    dirancang    secara   sistematis   dan    terencana    untuk    memberikan

gambaran   menyeluruh   mengenai   proses   pencapaian   sasaran  strategis  dalam   pembangunan

daerah.    Dalam    konteks    Pemerintah    Kota    Bengkulu,    strategi    pembangunan    tidak    hanya

berorientasi  pada  tujuan  jangka  pendek,  tetapi  juga  mempertimbangkan  arah  kebljakan jangka

panjang      guna      menciptakan      kesejahteraan      masyarakat      yang      berkelanjutan.      Dalam

penyusunannya,  strategi  pembangunan  memperhitungkan  berbagai faktor internal  dan ekstemal

yang  berpengaruh terhadap dinamika  pemerintahan  dan  pembangunan  di  Kota  Bengkulu.  Faktor

internal mencakiip sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi

uriggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional,  perkembangan

ekonomi  regional,  kondisi  sosial,  serta  tantangan  global  yang  dapat  memengaruhi  implementasi

strategi tersebut.  0leh  karena  itu,  strategi pembangunan  berperan sebagai rujukan  utama dalam

perencanaan  pembangunan  daerah.  Strategi ini  menjadi  landasan  dalam  penyusunan  kebijakan,

program.adapun Startegi kecamatan yaitu:

a.   Meningkatkan   Penataan   Administrasi   Bidang    Pemerintahan,   Sosial,    Pembangunan    Dan

Kemasyarakatan

b.   Penempatan  Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan  Kelurahan

c.   Meningkatkan Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan.



Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel ,3,4 Pemhapan Restra Kecamatan Ratu Samban

TAHAP I TAHAP 11 TAHAP Ill TAHAP IV TAHAPV

(2026) G027) -   (2028)
(2029) (2030'

(1) (2' (3) 14) (5)
Digitalisasi dan lnfrastmuktur Permberdayaan Ekonomi Keamanan dan
Teknologi (Jalan  Dan Masyarakat (dukungan Ketertiban

Drainase) Terhadap UMKM

(Digitalisasi (pelatihan (peningkatan
Layanan ketranipilan dan koordinasi
Pemerintahan, Optimalisa§i dengan aparat
seta lnovasi organisasi keamanan,
dalam pemberdayaan Program
Administrasi masyakat) pencegahan
Publik) kejahatan , sertapeningkatanke§adaranhukummasyakat)

3.4. Arah  Kebjjakan  l{ecamatan  Ratu  Samban   Dalam  Mencapai  Tujuan  Rensha     Tahun

2025-2029

Arah kebijakan  merupakan  pedoman  untuk  mengarahkan  perumusan strategi  yang  dipilih

agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu  lima

tahun.   Rumusan  arah  kebijakan  merasionalkan  pilihan  strategi  sehingga  memiliki  foku§  serta

se§uaj  dengan  pengaturan  pelaksanaannya.  Penekanan  fokus  atau  tema  setiap  tahun  selama

periode Renstra memiliki kesinambungan dalam  rangka mencapai visi,  misi, tujuan, dan sasaran

yang  telah  ditetapkan  pembangunan  setiap  tahun  di  masing-masing  tahap.  Penekanan  fokus

atau   tema   §etiap   tahun   selama   periode   Renstra   memiliki   kesinambungan   dalam   rangka

mencapai   visi,   misi,   tujuan,   dan   sasaran   yang   telah   ditetapkan.   Teknik   merumuskan   arah

kebijakan renstra Kecamatan Singaran Pati sebagai berikut :



Tabel. 3. 5 Teknik Merumuskan Arab Kebijakan Restra Kecamatan Ratu Samban

NO

OPERASIONALISAsl

ARAH KEBIJAKANRPJMD

ARAH kEBIJARAN

KET.NSPK RENSTRA PD

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan Penataan Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Bidang Publik Bidang Publik Bidang

Pemerintahan, So§ial, Pemerintahan, Sosial, Pemerintahan, Sosial,

Pembangunan  Dan Pembangunan Dan Pembangunan Dan

Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan

2 Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana

Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung

34 Peningkatan Fasilitasi Peningkatan  Fasilifasi

Kecamatan  Dalam Kecamatan Dalam Setiap

Setiap BenfukPelayananPublik Bentuk Pelayanan  Publik

Penempatan Kapasitas Pen ing katan Kapasitas Peningkatan

Tata Kelola Pemerintahan Aparatur Kelurahan Kapasitas        Aparatur

Kelurahan Kelurahan

5 Meningkatkan Pen ingkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas

Pemberdayaan Kelom pok Masyarakat Kelompok Masyarakat

Masyarakat Kelu rahan Kelurahan Kelurahan



BAB IV
PROGRAM, l{EGIATAN, SUB  KEGIATAN

I)AN  KINERJA PENYELENGGARAAN  BIDANG URUSAN

4.1       Uraian program

Program  pembangunan  dalam  lima  tahun  mendatang  diarahkan  untuk  mencapai  tu`uan

yaitu    meningkatkan    kualitas    pelayanan    kecamatan    dengan    kebijakan    penguafan    peran

kelembagaan  kecamatan  dan  kelurahan  §ebagai  ujung  tombak  pelayanan  kepada  masyarakat

yang dicapai melalui program dan  kegiatan sebagai berikut :

1.  Program Penunjang Umusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

2.  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3.  Program Pemberdayaan  Masyarakat Desa dan Kelurahan

4.  Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5.  Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.2          UraianKegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai

kegiatan,  antara lain  :

-      Perencanaan,  Penganggaran, dan  Evaluasj Kinerja perangkat Daerah
-      Administrasi  Keuangan perangkat Daerah

-      Administrasi Kepegawaian  perangkat Daerah
-      Adm'inistrasi umum perangkat Daerah

-      Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah
-       Pemeliharaan Barang Milik Daerah  penunjang  urusan pemerintahan Daerah

-       Koordina§i penyelenggaraan Kegiatan  pemerintahan di Tingkat Kecamatan
-       Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  tidak dilaksanakan  oleh  unit  Kerja

Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
-      Kegjatan pemberdayaan Kelurahan
-      Pemberdayaan dan Kesejahteraan  Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
-      Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban  umum
-       Penyelenggaraan    Urusan    Pemerjntahan    Umum   Se§uai    Penugasan    Kepala

Daerah
-       Pemberdayaan      Lembaga     Kemasyarakatan     Yang      Bergerak     DI      Bidang

Pemberdayaan  Desa Dan  Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta
Pemberdayaan   Masyarakat  Hukum  Adat  Yang  Masyarakat  Pelakunya  Hukum
Adat Yang Sama Dalam Daerah  Kabupaten/ Kota



Tabel  4.2  Teknik  Merumuskan  Program/Kegiatan/Sub  Kegiatan  Restra  Kecamatan  Ratu
Samban

NSPK DANSASARANRPJMDYANGRELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT lNDIRATOR
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

MeningkatnyaKualitasLayananPubljk

TerwujudnyaPelayananPublikDiKecamatan

MenmgkatnyaPemberdayaanMasyarakatDanKemandirianDesa

Pe|ayanma:h;'jbi.#',;I+`u:;,^L,,

MeningkatnyaKualitasPelayananPublikDiKecamatan CakupenPenyelenggaranPemerintahanDanPelayananPllblik

MeningkathyaKualifas

Terlaksanany
PersentaseKoordinasi

en_g     f      ,
Penye'engg a Koordinasi Penyelenggaraan
araan Penyelenggar Kegiatan
Pemerintah aan Keglatan Pemen.ntahan di an

an Dan Pemerintahan Tingkat

RE!¥LPelayanan Di Tingkat Kecamatan
Publik Kecamatan Terpenuhi

Jumlah  LaporanKoordinasi/Sinergi

KoordjnasvSinergi
Perencanaan dan Perencanaan Dan
Pelak§anaan Pelaksanaan
Kegiaton Kegiatan
Pemerintahan Pemerintahan
dengan Perangkat Dengan Peranghat
Daerah dan Daerah  Dan  ln§tan§i
lnstansi VertikalTerkalt Vertikal Terkait

Jumlah DokumenPeningkalanEfektifitasKegiatanPemerintahandlTingkatKecamatan

PeningkatanEfektifitasKegiatanPenerintahanDiTingkatKecamatan



TerlaksananyaPenyelenggardanUrusanPemenntahanYanglldakDilaksanakanOlehUnitKeca

Persentase -:(,,,:-,ife,-:-;t;,!y?t¥,„

PenyelenggaraanKegiatanPemerintalianDiTingkatKeliirahanTerpeiiuhi
•:``£di'hbR`--

gflensnpei-Tidak':;:

PerangkatDaerahYangAdaDiKecamatan I

ngi,:
Jumlah LaporanPeningkatanEfektifitasPelaksanaan

Peningkatan
Pelayanan Efe ktifids
kepada Pelak§anaan
Masyaral(at d i Pelayanan Kepada
Wilayah Masyarakat Di
Kecamatan Wilayah Kecamatan

nII
a--,KelurahanA"`.'`i-

MeningkatnyaKualitasPenyelenggaraanPemerintahanDanPelayananPublik

CakupanPemberdayaanKepedaMasyarakat

teriaksaanyaKegiatan
PersentaseKegiatanPemberdayaan

uar    RE#:RE

pemberdayaankeliirahan KBlurahan YangDikoordinasikanTerDenuhi LngfyRERE

+iREff

Jumlah  LembagaKemasyarakatan
fa5j co---Peningkatan

yang Partl sipa§i

Berpartisipasi Masyarakat Dalam
dalam Forum Forum Musyawara
Musyawarah Perencanaan
Perencanaen Pembangunan Di
Pembangunan diKelurahan Kelurahan

Jumlah SaranadanPrasarana
Pembangunan

Kelurahan YangTerbangun
Sarana DanPrasaranaKelurahan



Jumlah PokmasdanOrma§YangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakatdiKelurahan

PemberdayaanMasyarakatDiKelurahan

PersentasePemberdayaandanKesejaliteraankeluargaTingkatKecamatandanKelurahanTeroeiiuhi

Jumlah KeluargaYangMengikutiPeningkafant(esadaranKeluargaDalamPeningkatanPendidikandanKeterampilanUntukMewujudkanSumberdayaManusiaYangBerkualitasdanBerdayaSalna

PeningkatanKesadaranKeliiargaDalamPeningkatanPendidikanDanKeteranpilanUntukMewujudkanSumberdayaManusiaYangBerkualitasDanBerdayaSaing

Ke(ertiban  Umum  I

Meningkatn teriaksananya Persentase

•-,   "a   .-ttf

ya Koordinasi Koordinasi  Upaya
Keamanan upaya Penyelenggaraan
dan Penyelenggar Ketenteraman
Ketertiban dan dan Ketertiban • I  `.    , len8g.d9"
Umum KetenterananDanKeterfu.banUmum Umum Terpenuhi

i`.:«        i^.19f,

Jumlah  LaporanHasilSjnergifasdengan

Sinergitas Dengan
Kepolisian  Negara Kepolisian  Negara
Republik Republik Indonesia
Indonesia, Tentara Nasional
Tentara Nasienal Indonesia dan
Indonesia dan lnstansi Vertikal  Di
lnstansi Vertil(al diWilayahKecamatan Wilayah Kecamatan



Jumlah LaporanPelal{sanaanHarmonisasiHubungandenganTokohAgamadanTot(ot`Masyarakat

HarmonisasiHubunganDenganTokohAgamaDanTokohMasyarakat

I,RETg_e.menn-Umum

Meningkatn Terlak§ananya Persentase

-     long            ,

ya Penyelenggaraan
Penyelengg Penyelenggar Urusan
araan aan Urusan Pemerintahan haifen pe   #K„ ~
Pemerintahan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasanKapalaDaerah I-;,

Umum SesuaiPenugasan Lngrmasan="

KepalaDaerah Terpenuhi

Jumlah Orang Fasilitasi,  Kcordinasi

yang  Mengikuti Dan Pembinaan
Fasilifasi, (Bi mtek,  Sosialisasi,

Koordinasi dan Kon§ultasi) Wawasan
Pembinaan Kebang§aan Dan

(Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)WawasanKebangsaan danKetahananNasional Ketahanan  Na9ional

Jumlah LaporanKonflikyangDitanganiSesualKetentuanPeraturanPerundang-Undanoan

Penanganan KonflikSosialSesuaiKetentuanPerafuranPerundang-Undangan

Jumlah  Dokumen Pelaksanaan Tugas
Tiigas Forum Forum Koord inasi
Koordinasi Pimpinan  Di
Pimpinan diKecamatan Kecamatan

day
agaKemasyarakatan,\#g±A!ill



Meningkatri Terlakeananya Persentase
i,, ,,;RE-,-,*  ,,ya Pemberdayaan

-.""  I -emayaan em         ayaanLembaga emt,agaKema§yarakatan
r'  ;-,.i?!-    i  .     .  .   ,-K,   )   a,,  .

Lembaga Kemasyarakat Yaiig Bengerak Di ir

Kemasyarak an Yang Bidang
afan Bergerak Di Pemberdayaan

Bidang Desa Dan
`#``,L        ,Da   „   .r.i,`ly-;

Pemberdayaa Lembag a Adat ifeaten/EN^
n Desa DanLembaga Ting kat DaerahKabupaten/Kota

```,j'`    pembRE'  `-

ifearakat:`rfu:k^\
Adal Tingkat Serfe A#ayang    ; ,  ;'*,I/I
Daerah Pemberdayaan iferakat-'t  :,`, ,
Kabupaten/ Masyarakat Pgivnya H    .,.{`
Kota Serta Hukum Adat Yang ffi`--Vangsas'-
Pemberdayaa Masyarahat

``ifeDaetw.r-:\':\\

n MasyarakatHukumAdatYangMasyarakatPelakunyaHukumAdatYangSamaDalamDaerahKabupaten/Kcta Pelakunya HukumAdatYangSamaDalamDaerahKabupaten/KotaTerpenuhi fqifeatent%+i:;'

Jumlah LembagaKemasyarakatan
Peningkatan

Desa/ Kelurahan Kapasitas

(RT, RW, PKK, Kelembagaan
Posyandu, LPM, Lembaga
Dan Karang Kemasyarakatan
Taruna), Desa/ Kelurahan (RT,
Lembaga Adat RW, PKK,  Posyandu,
Desa/ Kelu rahan LPM, Dan Karang
Dan Masyarakat Taruna) , Lembaga
Hukum Adat Yang Adat Desa/ Kelurahan
Ditingkatkan Dan Masyarahat
KapasitasKelembaaaannya Hukum Adat

rape,;'SKabupaten/Kota

Meningkath Terlaksananya Pereentase fana  Ir
ya kualitas Terlaksananya ngga---
tata kelola Perencanaan, Penunjang

•      s`l  Ki                   ,le,

perangkat Penganggara urusan ENgkat
daerah n, danEvaluasiKi'nerlaPerangkatDaerah Pemerintah Daerah



Jumlah Laporan Koordinasi dan
Capaian  KJneria Penyusunan Laporan
dan lkhtisar Capaian  Kinerja dan
Realisasi Kineria lkhtisar Realisasi

SKPD danLaporanHasilKcordinasiPenyusunanLaporanCapaianKlneriadanlkhtisarReallsa§iKineriaSKPD Kineria SKPD

Terlak§ananyaAdministrasiKeuanganPerangkatDaerah

t,i,,::: -;,

Jumlah orang Penyediaan Gaji dan

yang menerimagajidanfunjanganASN Tunjangan ASN

Jumlah dokumen Penyediaan
Penyediaan edminlstrasi
administrasi pelaksanaan tugas
pelaksanaantugasASN ASN

Jiimlah Laporan
Koordinasi danPenyusunailLaporan

Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahiin SKPDdanLaporan HasilKoordinasiPenyu§unanLaporanKeuanganAkhirTahunSKPD Tahun SKPD

TeriaksananyaAdminishasiUmumPerangkatDaerah }ql.5,-itt',II-,,-`-di i,`.``.`,[i`

Jllmlah Penyediaan
Paket Komponen instalasi
Komponen Lis(n'k / Penerangan
lnstalasiI.strik/PeneranganBangunanKantoryangDisediakan Bangunan Kantor



Jumlah   PaketPeralatanRumahTanggayangDisediakan Penyediaan PRumahTangg ra'atan

J iimlah PaketBarangCetakandanPenggandaanyangDisediakan Penyediaan aCetakandanPenggandaan rang

Jumlah  DokumenBahanBacaandanPeraturanPerundang-UndanganyangDisediakan Penyediaan 8BacaandanPeraturanPe-undangan ahanndang

Jumlah PaketBahan/MaterialyangDisediakan Penyediaan  aMaterial ahan /

Jumlah  LaporanFasilifasiKuniuncianTamu Fasilitas KunjuTaml' ngan

JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD PenyelenggarRapatKoordinKon§ultasiS anasi danD

TeriaksananyaPengadaanBarangMilikDaerah

•,            ,-Ij.Irdf.,,    ,

{%J±m,.r={1"dy€

-
n'       `       ,   !)?;?)•":I-(

PenunjangUrllsanPemerintahanDaerah k:,A--,    mH ,.-,/--y

`<'                           ,,v                                           ;

Jumlah PaketMebelyangDisediakan Pengadaan inebel

TerlaksananyaPenyediaanjasapenunjangurusaripemerintahandaerah
diaal.\)ang

a\,,ngnnlahan

Jumlah laporanpenyedianjasasuratmenyurat Penyediaan jamenyuratsa surat



Jumlah laporanperlyediaanjasakomunika§i,sumberdayaairdanli§trikyangdisediakanJumlalllaporanpenyediaanjacaperalatandanperlerigkapankantoryangdisediakan Penyediaan jasakomunikasi,sumberdayaair,listrikPenyedlaanjasaperalatandanperiengkapankantor

Jumlah laporan Penyed iaan jasa

penyed iaan jasa pelayanan  umum

pelayanan iimumkantoryangdisediakan kantor

TerfaksananyaPemeliharaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahandaerah

ffi',::aghRE

JumlahkendaraanPerorangandinasatau

Penyediaan jasa

kendaraandina§ pemel iharaan, biayapemeliharaandan

pajak kendaraan

jabatanyangdipeliharadandibayarkanpajaknya
perorangan dinasataukendaraandinasjabatan

Jumlah Gedung Peneliharaanifehabil
Kantor dan itasi Gedung Kantor
BangunanLainnyayangDipelihara/Dirchabilitasi dan bangunan  lainnya



Uraian Subkegiatan be§erta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Subkegiatan terdiri antara lain  :

-       Koordinasi   dan   Penyilsunan   Laporan   Capaian   KinBria  dan   lkhti§ar  Realisasi

Kinerja SKPD
-       Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN
-       Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
-       Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
-      Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
~      Penyediaan peralatan  Rumah Tangga
-      Penyediaan Barang cetakan dan  penggandaan
-      Penyediaan Bahan  Bacaan dan peraturan perundang-Undangan
-       Penyediaan  Bahan/ Material
-       Fasilitasi  Kunjungan Tamu

-       Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
-      Penyediaan Jasa surat Menyurat
-       Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Airdan  Listrik
-      Penyediaan Jasa peralatan dan  periengkapan Kantor
-      Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor
-      Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan,   Biaya   Pemeliharaan,   dan   Pajak   Kendaraan

Perorangan  Dinas atau  Kendaraan  Dinas Jabatan
-      Koordinasl/Sinergi    Perencanaan    dan    Pelaksanaan    Kegiatan    Pemerintahan

dengan  Perangkat Daerah dan  lnsfansi Vertikal Terkait
-       Peningkatan  Efektifitas  Kegiatan  pemerintahan di Tingkat Kecamatan
-       Peningkatan  Efektifitas  Pelaksanaan  Pelayanan  kepada  Masyarakat di  Wilayah

Kecamatan
-       Peningkatan   Partisipasi   Masyarakat  dalam   Forum   Musyawarah   Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan
-      Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
-      Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
-      Peningkatan     Kesadaran     Keluarga     dalam     Peningkatan     Pendidikan     dan

Keterampilan  untuk  Mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  dan
Berdaya Saing

-      Penumbuhan    Kesadaran    Keluarga    dalam    Peningkatan    Derajat    Kesehatan

Keluarga dan  Lingkungan dengan  Menerapkan  Perilaku  Hidup Bersih dan  Sehat
-       Sinergitas   dengan   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia,   Tentara   Nasional

Indonesia dan  lnstansi Vertikal di Wilayah  Kecamatan
-       Harmonisasi  Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
-      Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan
-      Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan
-      Peningkatan     Kapasitas     Kelembagaan     Lembaga     Kemasyarakatan     Desa/

Kelurahan  (RT,  RW,  PKK,  Posyandu,  LPM,  Dan  Karang Taruna),  Lembaga Adat
Desa/ Kelurahan Dan  Masyarakat Hukum Adat



4.4         Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan

daerah

Subkegiatan terdiri antara lain  :

-       Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan   Capaian   Kinerja   dan   lkhtisar   Realisasi

Kinerja SKPD
-       Penyediaan  Gaji dan Tunjangan ASN
-       Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
-       Penyediaan  Komponen  lnstalasi  Listrik/ Penerangan  Bangunan  Kantor
-      Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
~       Penyediaan peralatan Rumah Tangga
-      Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
-      Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
-      Penyediaan Bahan/ Material
-       Fasllitasi Kunjungan Tamu

-       Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi SKPD

-      Penyediaan Jasa surat Menyurat
-       Penyedjaan Jasa Komunikasi,  Sumber DayaAirdan  Listrik
-      Penyediaan Jasa peralatan dan periengkapan Kantor
-      Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor
-      Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan,   Biaya   Pemeliharaan,   dan   Pajak   Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
-       Koordinasi/Sinergi    Perencanaan    dan    Pelaksanaan    Kegiatan    Pemerintahan

dengan  Perangka{ Daerah dan  lnstansi Vertikal Terkait
-       Peningkatan  Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
-       Penlngkatan  Efektifitas  Pelaksanaan  Pelayanan  kepada  Masyarakat di  Wilayah

Kecamatan
-      Peningkatan   Partisipasi   Masyarakat  dalam   Forum   Musyawarah   Perencanaan

Pembangunan di  Kelurahan
-      Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
-      Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
-       Peningkatan      Kesadaran      Keluarga     dalam     Peningkatan      Pendidikan     dan

Keterampilan  untuk  Mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  dan
Berdaya Saing

-      Penumbuhan    Ke§adaran    Keluarga   dalam    Peningkatan    Derajat    Kesehatan

Keluarga dan  Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku  Hidup Bersih dan  Sehat

Sinergitas   dengan   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia,   Tentara   Nasional
Indonesia dan  lnstansi Vertikal di Wilayah  Keeamatan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Penanganan  Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi  Pimpinan di Keeamatan
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RENcmpROG"KREIATAN,IND[K^TORxiNER)A,tflLOMpOKsASAmDANpENDANAAN[NI]LKAT]FRECAMATANRA"sAMBANKOTABENGi«ui

Pro8Fam|keglataB/SubKe8ladn

]ndlkatorRIner]aProgram(Outom®) 'Keglatan(Output)afibKe8latan'OutDut\

Data CapehiPadaAvalPorermunan
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Unl, KfrlaPenanggungfaw&b

Tatunzoz5 Talun2o26 TaJ`un Z027 Tanun 2028 Taltun Z029TarpetRI,.

TtrEct                      Rp.
Tar8e, RF, Target Rp. Target Rp. Target Rp.
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•--tc.=     il`-`:       I   .:c,i-:)`-`,=',`|r   i  ,-/    .-1.±,--+,ff:-
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100%
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Kcordlnasi danPBnyusunanLaporanCApeianKITicr7adanll[ht]`carRfall5asiI(meriaSKPD |umlah LaporanCapaianKineriaa,ariJkhtisarReallsaslI(lner|aSKPDdanIJapJanHas]|KoordLI]anPeTLyusunanhaporanCapalankinchadrnJkhtL5arRealisaslKth8iiasKPD 1Lap 1hap
5 coo un

1Lap
8.000  0cO

1Lep

10 Ou un
1Lap

10 0cO  OcO

flap
1 a un OcO

'up 1 2  5cO 000 Kec. RafuSamban

P_ `v*r;-`.,

-     --,r    ,

Penyediaazi Gajl danTun]angrnASN TersedianyaGajidrTun]angunASN 70 One 70 Ore
7,716 939 559

70 0r9
7  1 se.06a,cos

70 0no
7 2cO un OcO

7000
7 ae Out OcO

70 Ore
7455774.619

70 01] 7`45&045,qu Kec RatuSamhan

Peny8d]maaAdmmtstrds]Pelaksanaan TngasASH ]umlali DokumenHasLIPonyediaanAdmmmaslPelaksanaaTITurnASN 12 Doh 12 Dok
87 600 cue

12 Dok
90.un un

12  Dok
so,on.oco

ce I) ok
so coo in

lz Dok
so.un.oco

12 rok
' sO Om qu

Kea RatuSanha
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Pengadaar PakalenDlmsbeseteAtrlbutI(etenfrotronnya ]umlah pahet                             4 PktPaka+anDma5begertaAtnbutKelenndrm 4Pkt 4Pkt
40.001].000

4Pke
60.000.000

4Pkt
60.COD.one

4Pkt
60 ODD.000

4Pkt
60.000.000

Kce RatlJSamban

Pendataa7i  danPengD]ahanAdminrstrmlKepegawaian jumhh I)ohaonPendataandanPengobhanAdrnini5tmsiK€netrawaran 2Dok 2Dok 2Do*
10-000.OcO

2Dok
9 0Ou OcO

zDok
24.000 COO

2Dok
24 000 COO

2 I)ok
30000 000

Kcc  RatuSanban

BImbingar Tcknis              Jumbh oTanglmplenientasiYangMcr\g]kutiPoraturanBImbiriEan 70 0rE 70 0rg 700rg
|O.uno.000

70 0,g
9 000 000

70 0rg
24.000.000

70 0rg
z4.000`OcO

70 0rg
30.000.000

Kec` Raourfuban



Perunaang-Undangan TekelslmplemenfasiPentural,Perundang'Undanan 11
Ira

-,            -.-              ,

1Pkt
8 0On.000

Kcc. RamSanbanPenyEdiaanKomponen lnsta]aslI,Lstrik/PenoranganBangrmanKantor Jumfah PaketKDmponcTilnstafasjListrlk/P8n8ranganBangunarKantoryangDlsediaka[i 1Pke 1Pkt
2 850 1 45

1Pkt
a 000 000

1Pkt
aooo COO

1Pkt
&OOO.00a

1Pkt
8.000.000

PenyedlarnPcTalatanDanPerlenfropanl{Bncor |umlah Pal[ctPeralatandanPel.lEngkapanKaiitoryangDrseduekan |pke 1Pkt 1Pkt
6  COO COO

1  Plct

aooo.000
1Pkt

6000.000
1PIt

6.000.ODO

1Plt
6.000.000

Kec. RateSamban

I'cnyediaaj]PeralatanfumahTan8ga |uiTihi PaketPeral,atanRumhT8ngayangDisedlahan 1Pkt 1Pkt
3,cOOOcO

1PIt
8`neo ooo

1Pke
&000 000

1Pkt
8,COO.000

1Pkt
8.00D.000

1Pkt
1 1.726.978

Kec. RatuSutar'

Penyediaan BarangCetakandanPenggandaan Jumlah PaketBarangCehadanPongEandaanYangDisedtakan 1Pke 1Pk(
2.650 0Ou

1PIt
8.COO.COO

1Pkt
8 COO COO

1Pkt
8,000 000

1Pkt
fl.000.000

1Pkt
8 coo 000

Kec. RatLLSamban

Pcnyedi@anBahanBacaandanPeri'tunnPerundrng'undangan ju7n]ah  DokumenBahanBacaandanPeraturanPorn,`dang-undanga]iYangDlsedlakan 12  ltol( 12Dok 12 Dok
5.OcO.000

12 Dot(
7500.000

12 Dot
7 500.000

1 2 Doh
7.500.00D

1 2 Doh
7.BOO.OcO

Kec. RatuSaml)an

PenyedfaanBalian/M@torial |iimlah I'aketBahari/MateiiatvanEDlsedrahan |Pkt |Pkt
7 21 5.068

1Pkt
20.000.000

1Pkt
20.000.000

1  I,kt
20 000.000

1Pkt
zo oco Coo

1Pkt 20.654 639 Kec, RatuSamban

Fesintasl  KunjubganTamu |umhi  LaporanFasiJlbasiKunfuticanTamu 12hp 12 Lap
&6cO.OcO

12 Lap
10.000.COO

12 lap
10.000.000

12 leo
15.COO 000

1Z  hop
1 5  COO 0cO

12  lJap
15.000.OcO

Kcc  hatuSanbaJt

penyeienggrmnhapetKoordlnasidanKonaltanSKPD /umfah Laporanp®nyeleng8araBnRapatKonrdmasidan 4Lap 4hap
•\.On2S)\

4 LalJ
90000.000

4Lap
90.000.COO

4Lap
loo.000 000

4Lep
1 00.000.0 00

4Lap
100000.000

Kca R,StuSalon



Konsultasi SKPD

MlnkD-P,--P-8B- i,asB8ranl-DacrahPtmunjangUfusanPeRreintal]
•c . i+-i •,91'` -. q£*,i,-I.,=*3|,-35jroo.oco 35.0- 35momu 3SJro.000

loo 35-
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3S.coo.D00

1  lJnit
35.un.ooo

1  Unlt
35.000.00D

1Umt
35.OD0 000

1 Unit
35.coo.000

Kec`  RAtuSamban

Drsediakan ap 'se#;3..#I- I- congl_ .

DuePenyed iaal. I areSutratMenprrat

I----;,::i,        ,

12 lJIP 12  Lap 1 2 Lap 12 Lap 1ZIJap
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1 2  lJa p Kec` RaaiSanhari
/umlah Lapora7iPenysdiaan|asa 12 Lap

529 2005S000.COD 2  500`ODO 2  500.000 2 500 000 2. S 00 00 0 2.500 000

Penyediaan|asaI(o"unlfasi,Su"berDayaAlrdanLJstnk
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36 Lap 36 Lap 36 lJap
60.000.000

36 hop
60.000 coo

36 hop
60.000.000

36Lflp
60 coo 000

36 IJP
6aooo.00a

Ken  healSamban

PenyedlaanjasaPBraLatarldanPerlelighapanKanDJl. Jumlah hapDranPcnyediaan|asaPerafatandenPchenghap@nKantoTyangDisedlakan 12  Lap L!  hall
3. 654 0co

12 hop
&5cO.000

12 hip
8.500.000

1Z Lap
a.500 01)0

1 Z lap
&50000D

1Z  IJap

&500.000
Kec` RatuSanban

Penyed]aan |asaPehyananlJmiimKantor ]iimfah  LapoTanPenyedlaen|asaPElayananUmumKantorvanErDkedlakan 1 2 lJI P 12 Lap
sO 4ee un

12 hip
90 486 un

12  hop
cO.4cO OcO

12  Lap
en486 000

12  hip
so co coo

12  LJ)P

en 486,un
Ket. RatuSanban



Barang mlkIkerchbermjngUr-Pcmcrintaz"Daerin PE!netEharaar.BarangMilutDa®rutpenunbeUr-PmerfutaJrm
trm  tt'Lfag.

Tzfroorm 102.000.000 log.oco.un log.OcO.coo iosrm.oco io5Iro.ooo
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72 cue Oco

6 lJnlt
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6 Un't
7S.Onl) 000

6 Unit
75  troD.oaD

6 Unlt
75 ocro ooo

6 l'nit
7S.000 000

Kec` RathSamban

Pemellharaen/RehabLlitasiGedungKantordanBangunanla)nnya |umleh GedungKantardanBangumnlJiinnyaYangD,I,.Iihara/Dirchabilitan 1  Unlt 1  Un't 1  Unlt
io.coo,iroo

1Umt
10.000.000

1 Unit
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10 000 Oon
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Kec  RatrSaul,an
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10.000.coo

1  un\t
10.000.00D
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10.000 000
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10.000.000
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10.goo 0DO
EfeL RatySamban
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Kec. R,atl'Sapban
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15.389.610

87%
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5`an.un
1hap
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1Lap
1iooD.DOO

1Lap
15.000.000

1  IJJ]P

15.000.000

1Lap
15  000 000

Kcc RatuSambanKRatu

Pen(ngkat2riEfektjfLta5KegiatahPem®rintahandiTinghatkecamatan 7um]ah DokumenPeninghatanEfoktlfiusKeglatanPemerintallandiTingkatKecam4tan 5DDk 5Dok
10 rug 610

5Dok
1S.COO  000

SDok
15.00C'.D00

5Dok
15,000.000

5Dok
15000.000

5DDk

15.000.coo Sawhn

pegiveDgrqn01-Pe-7angTidakDuakepakanolehUnitKer7aPtmDghatDaerahyang^daDlKe-atan PerseDtasef'enyctcog8aca11KedafuPemerintahanDITln8katKelurahanTerpe,I,Iltl 85% 86%
L941.693,357

87%
900J}O®.000i

87%
900,000.coo

87%
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0"
9ooourm 9coOu.000 I,, :-`  ,¢3m`
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9 \,ap
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9Lap

900 000 GOO
9Lap

9000U0000
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900.0001000
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274.200537
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21 5 229 025

• K®]ur8han KebunDahn
205.398120

• Ketumhan AT.ggiit



Atas 213  1 99  5cO

•  KeluTohan Padang'Bt)
225.397 620

-Ke1urarrmAnggutBawah
1 76 957 04 D

-Kelurahan  l{ebunGeran
215.461175

- KCJiirahan At]g8utDawn
lee.5i592o

•  KeluTah]nPencanlunqan`ja

aow_. 23a33&3co
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KerfumPemberdayaanKelurahan PerseDEreKegLafanI%ru::;::yvafnngDJkoordlnasLJranTerpei"hl 80% 8196
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8e%

1.S15JD00J'OO
83%

1`575.cool.00
84tt

I.575.00¢.000
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ee%
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PeDlngforfu Tumlah Lcmhaga 9 I.embaga 9
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2ZS 000 coo

9
225 000 00D
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ZZS,COO,000

9
22S 000.000
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zz5,oon`ooo
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iRaEiEiEEL=.``'ch iferm1-,',,`/,,. @ifeta,
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- Kcluraha"Penunnan
12.925000

` KelurahamBehfangPDndok
t4,7sOcO

-Xelurahali KebunDahri
12755,OcO

• Kelu[ahan AnggutAlas
i2ma6m

• Kelurahan Padang'atl
14.775 0cO

• Kelurahan ATlgrt8awall
1 5.ae OcO

- Kelurahan KebunGeran
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`KeILmhanAt]ggutDalam
i 2 452 rm

-Kelurahan



Penganoungan                                                                                                                                                         12,556 CcO

- KelurahanPen-an
370OuO.oho I-

• K6IurahanBelakenpPandak
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-Kelurahan KobunDahrl
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- Xelurahan AnggutAlas
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450.000.000
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Kec. Rate
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•  KeluTahan l<ebunGeran

•  Kelumaha» At]ggutDafam

-K®lurahanPe»Erantuntran
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8§1  250
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Sinerg!tasdenganKBpoHs]anNegaraRepublikIndonesia.Tei`taraNaslonalIndonestadan[ustansiVetdlcald'WlkyahK€ca- Jumkh haporaTIllas)ISinergltasdenganKapollstonNagaraRppublikIndonesiaTentaraNasionallndonesfadanJTlstansiVeTtikaJdiVlhyahKctamatal` 2 hall 2Lap
7.COO,000

Z12P
|0.ODO.000

Zlap
10.000.000

ZLap
|0.000.coo

2Lap
10.000.00D

2Lap
10.OcO 000

Ken RatuSanhan
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2Lap
15.000.000

2 lJip
15.000.000

Zhap
15.000.000
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2Lap
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4.4      Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan

daerah

Subkegiatan terdiri antara la`in  :

-     Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan   Capaian   Kinerja   dan   lkhtisar   Realisasi

Kineria SKPD
-     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
-     Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
-Penyediaan  Komponen  lnstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
-Penyediaan peralatan dan  perlengkapan Kantor
-Penyediaan peralatan Rumah Tangga
-Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
-     Penyediaan Bahan Bacaan dan  Peraturan Perundang-Undangan
-     Penyediaan Bahan/ Material
-Fasilitasi  Kunjungan Tamu

-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

-     Penyediaan Jasa surat Menyurat
-Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan  Listrik
-Penyed.iaan Jasa peralatan dan periengkapan Kantor
-Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor
-     Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan,   Biaya   Pemeliharaan,   dan   Pajak   Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
-     Koordinasi/Sinergi    Perencanaan    dan    Pelaksanaan    Kegiatan    Pemerintahan

dengan Perangkat Daerah dan  lnstansi Vertikal Terkait
-     Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
-     Peningkatan  Efektifitas  Pelaksanaan  Pelayanan  kepada  Masyarakat di  Wilayah

Kecamatan
-     Peningkatan   Partisipasi   Masyarakat  dalam   Forum   Musyawarah   Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan
-Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
-Pemberdayaan Masyarakat di  Kelurahan
-     Peningkafan     Kesadaran     Keluarga     dalam     Peningkatan     Pendidikan     dan

Keterampilan  untuk  Mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  dan

Berdaya Saing
-     Penumbuhan    Kesadaran    Keluarga    dalam    Periingkatan    Derajat   Kesehafan

Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku  Hidup Bersih dan  Sehat
-     Sinerg.itas   dengan   Kepolisian   Negara   RepLlblik   Indonesia,   Tentara   Nasional

Indonesia dan  lnsfansi Vertikal di Wlayah  Kecamatan
-     Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
-     Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peratiiran Perundang-Undangan
-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi  pimpinan di Kecamatan



TABEL 4.2
DAFTAR St]B KEG[ATAN PRIOR]TAS DALAM MENDU HUNG PROGRAM PR[ORITAS PEMRANGUI\lAN DAERAIJ

RECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU
TAHUN 202 5-21)29

NO Program Prioritas Outcome I{egiatan/ Sub Kegjatan Ket

1 Program Penyelenggaraan Cakupan Pt!nye]etiggrran Pemerintahan
Pemer]ntahan Dan Pe]ayanan Publik Dan Pelayanan Publlk

Koordinasl Penye]enggaraan Kegiatan Penerintahan dj Tiiigkat
Kecamatan
Koordinasi/ Sinengi PereTicanaan dan Pe[aksanaan Kegiatan Pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan lnstausi Vertikal Terhait

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat I{ecamatan
F'enyelenggaraali Urtisan Pcmerintahan yang T[dak I)iLaksanakan oleli
Utiit Kerja Perangkat Daelali yang Ada Di Keeamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyaraket di
Wjlavah Kecamatan

2 Program Penberdayaan Masyarakat Cakupan Pemberdayaan Kepada
Desa Dan Kelural]an Masyarahat

KegiataB Pemberdayaali Keluralian
Peningkatan Pardsipa5i Masyarakat dalan Forum Musyawarah Perencanaan
Pemba"!unan di Kelurahan
I.embangunal] Sararia dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayann Masyarakat Di Kelurahan
PeDt}erdayaan dan Kesejahteraab Keluaigr Tjngkat Kecamtan dan
KeLurahan



iiiiiiiiii
Cakupan Kcordlnasi Ketentrarmn DanKe(ertiban

PeningkatanKesadaranKBluargaDalamPeninghatanPendidihandanKeteranpilanUntukMewujudkanSumbcrdayaManusiaYangBerkunlitasdanBerdavaSainE

3 PI.ogram Koordims] Keteiitrainan danKetertibanUmum

KoordinasiUpayaPenyelenggaraanKeteuteramandanKeteTtibanUmumSineTgitasdenganKapolisianNegaraRepubllklndonesia,TentaraNasionalIndonesiadanlnstansiVertilcaldiWilayahKccamatanHarmonisasiHubungandenganTokohAgamadanTokohMasyarakatPenye]ez]ggaraanUlusanPemerintahanUmumS€straiPenngasanKeiralaDaerahFasilitasi,KoordrnasidanPembinaan(Bimtek,Sosialisasi,I(onsultasi)WawasanKebangsaandanKetahananNasionalPenangananKonflikSos]alSesuaiKetei`tuanPeraturanPerundang-UndsnganKd'ipiminandiKecamatan

4 Cakupan Stabilitas PenyelenggaraanPemerintahanUmumPrograiliPenyelenggaraaiiU"saliPemerintahaiiumum

5 ProgramPemberdayaanLembagaKemasyarakatan,LembagaAdatDanMasvarakatIIukumAdat Pe]sentase Peningkatan rapasltasKelelnbagaan

Pelakeanaan Tugas Forum    oor  inas          plcaLtan Yam   Ber  erak Di Bldang

Pemberdayar Lembaga Kemasyara                  g       gPemberdayaanDesaHallI,embagaAdatTlnghatDaerah lfabupaten/RotaSemPemberdayaanMasyarakatEtiikumAdatYangMasyarafatPefakunvaJ[ufroAdatYangSamaI)a]amDaerahKabuDateD/Kota1bLembaKemasyarahatanDesa/

Peningkatan Kapasitas I(e em  agaan            agKelurahan(RT,RW,PKILPosyandu,LPM,Dan Karang Taruna), Lemhaga Adat/KIhanDanMasvarakatliukumAdat

Desa      eura



TABEL 4.3
ENCANA STRATEGIS PEEN.GIIAT DAERAII HECAMATAN RATU SAMRAN KOTA BENGKUI,U

INDIKATOR KINERIA UTAMA |IKU)
TAHUN 2025-2029

1HO INDIRATOR Tu.uAn & SASARAN SAT
TARGET TAHUN Hm

2025 202686,00 2027 2028 2029 2030
1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap PelayananPublikDiKecamatanIndeksDesaMembangun(IDM)PerscntasePelayananDiBidangPemerintahan, %

85,00 87,00 88,00 89,00 90,00

% 16,67 16,68 16,69 16,70 16,71 16,72
23

%
85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00

Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat
Waktu



TABEL 4.4
RENCANA sTRATEGls PERANGKAT DAERAII KECAmTAN RATu SAMBAN ROTA BENGKULu

INDIKATOR mNBR.TA KUHcl (IKK)
TAHUN 2025-2029

NO INDIRATOR
TARGET TAHU" RET

2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan Dan 86,00 87,00 87,00 87,00 88,00 88,00

Pelayanan fublik
2 Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00

3 Cakupan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban 86,00 87,00 87,00 87,00 88,00 88,00I86,00

4 Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00
Umum

5 Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 86,00



BABV
PENUTUP

Sejalan dengan  kedudukan, tugas  pokok dan fungsi,  Kecamatan  Ratu

Samban   Kota   Bengkulu   §ebagai   salah   satu   unit  kerja  yang   strategis  dan

menunjang   pencapaian   Vlsi   dan    Misi    Pemerinfah    Kota   Bengkulu,   maka

rencana   strategis    Kecamafan    Ratu    Samban    Kota    Bengkulu    merupakan

dokumen    yang    sangat    penting     untuk    dijadikan    acuan    dan    pedoman

penyelenggaraan  administrasi  Pemerintahan  dan  pembangunan  di  lingkungan

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Sebagai   dasar   pendmbengan   dengan   misi   yang   tercermin   dalam

tujuan,   sasaran,   kebijkan,   program   dan   kegiatan   2025-2029,   seha   dapat

dijadikan   acuan   kebijakan   teknis   oleh   seluruh   Aparatur   Kecamatan,   seha

masyarakat di Kecamatan  Ratu Samban Kota Bengkulu.

Rencana   strategis   Kecamatan   Ratu   Samban   Kota   Bengkulu   akan

dicapai   apabila  ada   komitmen  dart  seluruh  aparatur  dan   masyarakat  serta

adanya   sinergita§,   tanggungjawab   serta   pengabdian   yang   tinggi    kepada

masyarakat dan bangsa,

Penting     untuk    diketahui     bahwa    berhasil     afau     tidaknya    suatu

perencanaan  strategis  bukan  hanya  pada  proses  perumusannya  saja,  akan

tetapi     lebih     banyak     dipengaruhi     implementasinya,     yang     tidak    jarang

memerlukan pom'ca` w/.// pimpinan organisa§i.

Demikian  semoga  rencana  strategis  Kecamatan  Ratu  Samban  Kota

Bengkulu 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan Pemerinfah Kota Bengkulu.


